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Perseoalan ikrar wakaf menjadi sangat penting karena terdapat kontroversi 
tentang jatuhnya banda wakaf antara Imam Maliki dengan Kompilasi Hukum 
Islam. Imam Maliki adalah Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin malik bin 
Abu Amir bin Amr bin Al-Haris. Beliau adalah salah seorang dari empat imam 
mazhab, yang terkenal sebagai pemuka mazhab maliki. Kompilasi Hukum Islam 
adalah Fiqh Indonesia karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi 
kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Disamping sebagai sebuah Perundang-
Undangan yang diberlakukan di Indonesia dan harus diikuti umat Islam di 
Indonesia, Sehingga dari perbedaan ketentuan ikrar wakaf tersebut perlu diadakan 
penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu penulis mengangkat judul sebuah skripsi 
“Studi Perbandingan Tentang Ikrar Wakaf Antara Imam Maliki dengan Kompilasi 
Hukum Islam”. 
Masalah yang akan dibahas adalah bagaimana ketentuan ikrar wakaf 
dalam imam maliki dan Kompilasi Hukum Islam serta bagaimana persamaan dan 
bagaimana perbedaan diantara keduanya. Hal itu di maksud untuk mengetahui dan 
memahami ketentuan ikrar wakaf dalam imam maliki dan Kompilasi Hukum 
Islam serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaan ketentuan ikrar wakaf 
dalam imam maliki dan Kompilasi Hukum Islam. 
Metode penelitian yang dipakai adalah menggunakan metode yuridis 
normatif dan jenis penelitian deskriptif analisis yang berasal dari sumber data 
primer dan sekunder. Pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan yang 
kemudian dianalisis secara kualitatif dan normatif legalistic approach. 
Menurut Imam maliki dalam sistem perwakafan terdapat unsur-unsur 
wakaf diantaranya dalah ikrar wakaf. Seseorang ketika mewakafkan harta benda 
miliknya tidak harus dengan ikrar wakaf karena Sesungguhnya wakaf dapat 
terjadi dengan perbuatan yang disertai dengan tanda-tanda yang menunjukkan 
wakaf. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam seseorang yang mewakafkan 
harta benda miliknya harus mengikarkan kehendaknya secara jelas dan tegas 
kepada nadzir didepan pejabat pembuat akta ikrar wakaf  yang kemudian 
menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf  dengan disaksikan oleh dua orang 
saksi. Pada dasarnya ketentuan ikrar wakaf menurut Imam Maliki sejalan dengan 
Kompilasi Hukum Islam tetapi ada perbedaan, yakni dari segi teknis. Akibat 
perbedaan ketentuan ikrar wakaf tersebut, maka menimbulkan akibat hukum yang 
berbeda pula, termasuk dalam menentukan sah tidaknya wakaf dan persoalan-
persoalan lain yang terkait dengan wakaf 





   
    
   
    
    
    
     
“perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan 
hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 
tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) 
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Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini 
banyak kekurangan dan kelemahan mengingat  terbatasnya kemampuan penulis, 
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kematangan dalam berfikir dan berperilaku. 
5. Ayahanda Abdul Bari (alm) dan Ibu Siti Romdah tercinta dan saudara-
saudaraku yang dengan ikhlas dan kesungguhan hati memberi bantuan moril 
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memberi semangat  dan dukungan dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini. 
Semoga amal kebaikan mereka semua dibalas berlipat ganda oleh Allah 
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A. Latar Belakang 
         Perwakafan atau wakaf merupakan pranata keagamaan Islam yang 
sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf tersebut termasuk kedalam 
kategori ibadah kemasyarakatan. Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan 




          Setiap masyarakat menyediakan pelayanan umum yang dibutuhkan 
oleh manusia secara keseluruhan atau kebanyakan anggota masyarakat. 
Tempat peribadatan adalah salah satu contoh wakaf yang dikenal oleh 
manusia sejak zaman dahulu kala. Demian juga mata air, jalan, dan tempat-
tempat yang sering digunakan masyarakat seperti tanah dan bangunan yang 
sering digunakan masyarakat, namun kepemilikannya bukan atas nama 
pribadi. Karena itu tidak ada seorangpun yang mempunyai hak penuh untuk 
mengatur tempat itu, kecuali ia telah diberi mandat untuk pengolahannya 
seperti para pemuka agama dan juru kunci.
2
 
          Dalam fikih Islam dikenal sebagai lembaga perwakafan, lembaga 
perwakafan ini merupakan sarana penyaluran kekayaan umat Islam untuk 
ibadah maliyah kepada Allah SWT semata. Islam mengajarkan bahwa 
pengorbanan harta benda dijalan Allah merupakan salah satu pencapaian 
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 Tim Penyusun Buku, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Jakarta: 
Pemberdayaan wakaf direktorat jendral bimbingan masyarakat islam, Depag, 2006, hal. 1. 
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 Mundir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta: Pustaka Al-Kausar Grup, 2007, hal. 4. 
 
 
kebaktian yang nyata kepada Allah SWT. Hal ini merujuk pada nash Al-
Qur‟an surat Al Imran ayat 92: 
    
    
    
      
 “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), 
sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan 
apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah 
mengetahuinya.”3 
        
        Berdasarkan ayat diatas, maka tersirat lembaga perwakafan mendapat 
legistimasi dari nash sebagai salah satu lembaga maliyah. Sebenarnya secara 
kesejarahan, lembaga perwakafan pernah diperkenalkan oleh Rasulullah 
kepada sahabat Umar bin Khattob, ketika itu sahabat umar mempunyai 
sebidang tanah di khaibar dan Rasulullah memerintahkan untuk diwakafkan 
saja. Disamping itu, banyak nash yang dipandang ulama‟ sebagai petunjuk 
adanya lembaga perwakafan dalam Islam. Hal ini apat dilihat dari maksud 
ungkapan Nabi yang Artinya: “Dari Abu Hurairoh RA, Bahwa Rasulullah 
saw Bersabda: “apabila seseorang itu meninggal dunia, maka amalnya 
terputus  kecuali tiga hal yaitu: shodaqoh jariyah, ilmu yang manfaat dan 
anak yang sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya.” (HR. Imam 
Muslim). 
          Berdasarkan hadits diatas, telah jelas bahwa wakaf yang notabene 
inklut pada shodaqoh jariah tersebut, akan menjadi salah satu amal ibadah 
yang tidak akan putus bagi orang yang mewakafkan, karena harta yang 
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 Depag RI, Al-Qur‟an dan Terjemah, Semarang: PT Karya Toha Putra. 1995, hal. 91. 
 
 
diwakafkan akan selalu bermanfaat bagi orang lain, demi perkembangan umat 
Islam itu sendiri. 
          Sedangkan para ulama‟ sendiri sepakat bahwa lembaga perwakafan 
dalam Islam mendapat legalitas yang jelas dari nash sebagai lembaga ibadah 
maliyah demi menuju kebaktian kepada Allah SWT. Namun mereka berbeda 
pendapat dalam pelaksanaan wakaf, yakni mengenai keharusan pernyataan 
ikrar wakaf. Ada yang berpendapat bahwa wakaf harus dinyatakan dengan 
ikrar, sedangkan ada yang berpandapat bahwa ikrar tidak harus dinyatakan 
dengan ikrar. 
          Sebenarnya perbedaan ini tidak lepas dari peran kesejarahan tradisi fiqh 
Islam, yang memunculkan beragam mazhab-mazhab antara lain, Imam 
Syafi‟I, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hanbali, Al-Auza‟i, Al-Zahiri, 
dan syi‟ah. Mazhab-mazhab dalam fiqh timbul menurut kebanyakan ulama‟ 
disebabkan perbedaan penafsiran dan pemahaman terhadap teks nash, 
disamping itu juga kondisi social kebudayaan yang dihadapi oleh mujtahid.
4
 
          Perbedaan pendapat tersebut dapat diamati dari masalah-masalah 
apakah wakaf bisa terjadi melalui perbuatan, misalnya ada seseorang 
membangun masjid, kemudian dia mengizinkan orang shalat didalamnya, 
atau ia mengizinkan mayat dikubur ditanah miliknya dengan niat 
mewakafkannya tanpa melafalkannya dengan lafadh “ Waqoftu” (saya 
mewakafkannya) atau lafal-lafal yang sepadan dengan itu. Cukupkah wakaf 
melalui perbuatan saja tanpa melalui ikrar? Menurut pendapat Imam maliki, 
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hanafi dan hambali mengatakan: wakaf terjadi cukup dengan perbuatan dan 
barang yang dimaksud berubah menjadi wakaf. 
          Pendapat tersebut juga dipegangi oleh sebagian ulama‟ mazhab 
terkemuka imamiyah, diantaranya, Sayyid Al-Yazdi, Sayyid Abu Al-Hasan, 
Al-Asy Fahami, Sayyid Al-Hakim dan diriwayatkan pula oleh Al-Sahid Tsani 
serta Ibnu Idris. Namun Imam Syafi‟i menyangkal perdapat tersebut dan 
menyatakan bahwa: “ wakaf tidak terjadi kecuali dengan redaksi yang 
dilafadzkan”5 
          Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta 
yang diwakafkan dari kepemilikan waqif, namun wakaf tersebut mencegah 
waqif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta 
tersebut kepada yang lain dan waqif berkewajiban menyedekahkan 
manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Wakaf tidak 
disyari‟atkan untuk selama-lamanya dan wakaf tidak harus ditentukan siapa 
pengelolaannya, maka boleh orang mengatakan “saya wakafkan harta ini 
untuk Allah  tanpa ditentukan siapa yang menerima wakaf itu. 
          Dalam praktek perwakafan di Indonesia juga disinggung mengenai 
keharusan ikrar wakaf. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Kompilasi 
Hukum Islam pasal 218 ayat (1) yang berbunyi: “ pihak yang mewakafkan 
harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir 
dihadapan pejabat pembuat ikrar wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 
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215 ayat (6) yang kemudian menuangkannya kedalam bentuk ikrar wakaf 
dengan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi.”6 
          Pandangan Kompilasi Hukum Islam yang berbeda dengan fiqh lain 
tentang keharusan ikrar dalam wakaf. Memang bila dikaji lebih dalam akan 
menarik, sebab pandangan tersebut mempunyai implikasi yang sangat luas 
dari segi hukumnya. 
          Sebagaimana diketahui, bahwa wakaf merupakan potensi umat Islam 
sebagai sumber dana yang sangat besar dalam mensukseskan pembangunan 
social ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Namun dalam pelaksanaan 
wakaf masih sangat sederhana yang memungkinkan terjadinya penyimpangan 
dari hakikat dan tujuan wakaf.
7
 
          Salah satu contoh wakaf tanah. Seseorang  membangun masjid dan 
madrasah diatas tanah miliknya, kemudian difungsikan untuk kepentingan 
umum, tanpa adanya ikrar yang dinyatakan oleh orang yang mewakafkan. 
Dan pelaksanaan semacam ini mendapat keridhoan dari Allah SWT. Tetapi, 
hal itu dapat membuat keresahan di kalangan umat Islam, perkembangan 
tanah wakaf menjadi milik perseorangan sebab tanpa adanya ikrar dari orang 
yang mewakafkan. 
          Ini terjadi karena pelaksanaan perwakafan di Indonesia, khususnya 
mayoritas warga NU masih menggunakan cara yang sangat sederhana, dan 
mengesampingkan adanya ikrar dan pencatatan dalam wakaf. Hal tersebut 
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 Anggota IKAPI, Kompilasi Hukum Islam, Semarang: Fokus Media, 2012, Pasal 218. 
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 Takufiq Hamami, Perwakafan Tanah Dalam Sistem Hukum Agrariya Nasional, Bulletin 
Berkala 40 Hukum dan Peradilan, Depag, No 3 Tahun 1993/1994, hal. 17. 
 
 
akan menjadi bukti otentik, sehingga tidak dapat diganggu gugat 
kedudukannya dikemudian hari oleh ahli waris maupun pihak lain. 
          Sebagai contoh, yang sering terjadi adalah “ persengketaan setelah 
orang yang mewakafkan meninggal dunia, sebagai ahli waris menolak adanya 
tanah wakaf”. “akibat lain tanah wakaf tanpa ikrar adalah tidak jelas atatus 
dan kedudukan tanahnya, baik antara orang yang mewakafkan dengan Nadzir 




          Sebab pada prinsipnya pelaksanaan wakaf merupakan suatu perjanjian 
yang mengandung pemindahan hak tanah dari pemilik pertama kepada pihak 
lain, yang didalamnya terkait dengan hak perdataan seseorang. Disinilah, 
wakaf akan mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang 
jelas. Jadi persoalan tidak hanya sekedar ibadah maliyah yang ditintut 
keikhlasan kepada Allah SWT semata. Lebih dari itu lembaga perwakafan 
dalam pelaksanaannya terkait aspek yang sangat luas, baik dari tertib 
administrasi maupun hubungan akibat hukumnya. 
          Kemudian persoalan yang lebih krusial dimana potensi kekayaan tanah 
wakaf berdasarkan data Departemen Agama RI, secara nasional lokasi tanah 
wakaf di Indonesia sebanyak 366.595 lokasi.
9
 
          Keadaan kurang terawasi, terorganisasi sebagai mana mestinya. Bahkan 
masih banyak yang belum mempunyai kepastian hukum dan perlindungan 
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hukum yang jelas. Sehingga dengan derapnya laju pembangunan 
memungkinkan sekali terjadinya perubahan-perubahan tanah di kota-kota 
besar, walaupun pada prinsipnya wakaf tidak diubah. Namun karena alasan 
yang jelas. Misalnya kepentingan umum yang menyangkut tata kota atau 
memang kondisi wakaf itu sendiri. Maka disinilah pentingnya ikrar wakaf 
oleh wakif untuk melangsungkan tujuan dan hakikat wakaf yang telah diubah, 
sehingga tidak terjadi pergantian atau penyimpangan dari tujuan wakaf 
semula. 
          Berdasarkan uraian diatas, tampak jelas bahwa ikrar wakaf sangat perlu 
dikaji lebih lanjut, Sehingga penulis mengangkat sebuah judul skripsi “ Studi 
Perbandingan Tentang Ikrar Wakaf Menurut Mazhab Maliki Dengan 
Kompilasi Hukum Islam. 
B. Penegasan Judul 
          Untuk menghindari kerancuan, kesalah pahaman serta membatasi 
permasalahan yang penulis maksudkan, maka perlu adanya penegasan dalam 
peristilahan yang penulis pakai dalam judul skripsi ini. 
Ikrar Wakaf : Pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan atau 




Imam Maliki : Adalah Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin malik bin 
Abu Amir bin Amr bin Al-Haris. Beliau adalah salah seorang 
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 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Dan Praktek Perwakafan di Indonesia, Jogyakarta: Pilar 
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KHI          ; Sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian 




          Dengan demikian, pokok masalah dalam judul skripsi ini adalah Studi 
Perbandingan Ikrar Wakaf Menurut Imam Maliki Dengan Kompilasi Hukum 
Islam. 
C. Rumusan Masalah 
          Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, rumusan masalah 
yang penulis paparkan adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana ketentuan  ikrar dalam wakaf menurut Imam Maliki? 
2. Bagaimana ketentuan ikrar wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam? 
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan ketentuan ikrar wakaf menurut 
Imam Maliki dengan Kompilasi Hukum Islam 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan  ikrar dalam wakaf menurut 
Imam Maliki? 
2. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan ikrar wakaf menurut 
Kompilasi Hukum Islam. 
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3. Untuk mengetahui dan memahami persamaan dan perbedaan ketentuan 
ikrar wakaf menurut Imam Maliki dengan Kompilasi Hukum Islam. 
       Sedangkan manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat  
antara lain sebagai berikut : 
a. Teoritis  
1. Menambah referensi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya. 
2. Memberikan informasi kepada masyarakat untuk mendapatkan 
pemahaman  tentang ikrar wakaf. 
b. Praktis  
1. Bagi umat Islam khususnya di Indonesia, tentang ikrar wakaf dengan 
demikian masyarakat akan mengetahui dengan jelas sehingga lebih 
berhati-hati dalam mewakafkan tanah miliknya. 
2. Sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum di Indonesia khususnya 
para Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf di Indonesia tentang 
pentingnya ikrar wakaf. 
3. Menjadi wacana bagi wakif untuk berhati-hati dalam mewakafkan tanah 
miliknya. 
c. Akademik 
1. Sebagai sumbangan pemikiran yang berupa karya ilmiah  kepada para 






E. Kajian Pustaka 
          Beberapa penelitian skripsi memang telah banyak dilakukan yang ada 
kaitannya dengan ikrar wakaf, seperti halnya: 
1. Skripsi oleh Nadzirotul Hidayah, “Pendapat Imam Syafi'i Tentang Syighat 
Sebagai Syarat Sahnya Wakaf ”, Fakultas Syari‟ah INISNU Jepara, Tahun 
2010. Kesimpulannya adalah mazhab syafi‟i mengharuskan adanya 
Syighat dalam wakaf biar tidak terjadi persengketaan dikemudian hari 
oleh ahli waris yang mewakafkan tanah tersebut. Adapun syarat syighat 
wakaf sebagai berikut: pertama, ucapan itu mengandung kata-kata yang 
menunjukkan arti kekal. Tidak sah wakaf kalau ucapan dengan batas 
waktu tertentu. Kedua, ucapan itu dapat direalisasikan segera tanpa 
digantungkan dengan syarat tertentu. Ketiga, ucapan itu harus bersifat 
pasti. Keempat, ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. 
2. Skripsi oleh Farid Zaim, “Kajian Maqosid Asy-Syari‟ah Tentang Ikrar 
Dalam Wakaf Pendapat Imam Syafi‟i Dan Relevansinya Dengan Pasal 
218 Kompilasi Hukum Islam”, Fakultas Syari‟ah INISNU Jepara Tahun 
2011, kesimpulannya adalah seluruh ulama‟ mazhab sepakat bahwa wakaf 
terjadi dengan menggunakan redaksi waqaftu “saya mewakafkan” sebuah 
kalimat ini menunjukkan pengertian wakaf yang sangat jelas, tanpa 
adanya petunjuk-petunjuk tertentu, baik dari segi bahasa, syara‟ maupun 
tradisi. Begitu pula imam syafi‟I dalam ikrar wakaf berpendapat bahwa 
wakaf tidak bisa terjadi kecuali dengan redaksi yang dilafalkan atau 
dengan kata lain adanya ikrar dari wakif sedangkan relefansi ikrar wakaf 
 
 
dalam pasal 218 kompilasi hukum Islam adalah orang yang ewakafkan 
harus mengikrarkan dengan syighat atau redaksi yang jelas dengan 
disaksikan 2 orang saksi. 
3. Skripsi oleh Umi Sa‟adah “Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh 
Pemberi Wakaf(Studi Analisis Pendapat Imam Syafi‟i)”, Fakultas 
Syari‟ah INISNU Jepara Tahun 2008. Kesimpulannya adalah Menurut 
Imam Syafi'i, apabila seorang wakif memberi wakaf berupa harta benda, 
maka seketika itu juga beralih hak milik dari  wakif kepada penerima 
wakaf. Harta benda wakaf itu tidak bisa ditarik kembali oleh pemberi 
wakaf. Dengan kata lain pemberi wakaf tidak memiliki lagi hak milik atas 
harta benda wakaf tersebut. Pernyataan Imam Syafi'i ini menunjukkan 
bahwa wakaf dalam pandangannya adalah suatu ibadah yang 
disyari'atkan, wakaf telah berlaku sah bilamana  wakif  telah menyatakan 
dengan perkataan waqaftu  (telah saya wakafkan), sekalipun tanpa 
diputuskan hakim. Harta yang telah diwakafkan menyebabkan wakif tidak 
mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah 
kepada Allah Swt dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf (maukuf 
alaih). Bagi Imam Syafi'i, wakaf itu mengikat dan karenanya tidak bisa 
ditarik kembali atau diperjualbelikan, digadaikan, dan diwariskan oleh 
wakif.  
4. Makalah-makalah yang berkaitan dengan ikrar wakaf, Kamus-kamus 
Hukum dan ensiklopedi di bidang hukum. 
 
 
5. Dari skripsi-skripsi diatas maka penulis mengambil judul Studi 
Perbandingan Tentang Ikrar Wakaf Menurut Imam Maliki Dengan 
Kompilasi Hukum Islam yang akan dibahas dalam skripsi ini. 
          Dalam buku-buku yang berkaitan Ikrar Wakaf seperti dalam Al-Qur‟an 
(dasar ajaran wakaf: QS. Ali „Imran (92),  dasar hukum wakaf: QS. Al-Hajj 
(77), KHI (Buku III tentang perwakafan , pasal 218), Undang-undang No 41 
Tahun 2004 tentang wakaf, PP No 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah 
milik. 
F. Metode Penelitian 
          Metode mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai 
suatu tujuan, dengan memakai teknik serta alat-alat untuk mendapatkan 
kebenaran yang objektif dan terarah dengan baik. 
1. Metode Pendekatan 
          Metode yang digunakan penulis dalam mengadakan penelitian  guna 
mengumpulkan data yang dianalisis, yaitu melalui penelitian yuridis 
normatif. Penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti 
bahan pustaka atau data sekunder atau juga disebut penelitian hukum 
kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, 
sistematika hukum, perbandingan hukum serta sejarah hukum untuk 
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2. Jenis Penelitian 
          Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif adalah untuk 
memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-
gejala lainnya. Maksudnya adalah  untuk memepertegas hipotesis-
hipotesis agar dapat membantu memperkuat teori-teori baru. Jadi 
deskriptif analisis disini mempunyai tujuan untuk menggambarkan aspek-
aspek yuridis  atau hukum ikrar wakaf. 
3. Sumber Data 
          Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer yaitu 
sumber data yang diperoleh langsung melalui sumber dari pihak pertama 
atau data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yakni dari 
orang yang melakukan talak dan pihak lain yang terkait. Disamping itu 
juga dari sumber data sekunder yaitu sumber data yang berupa peraturan 
perundang-undangan yang relevan, buku-buku, tulisan-tulisan, dan sumber 
data tertulis lainnya dari hasil studi pustaka dan arsip. 
4. Pengumpulan Data 
          Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian, maka 
penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Data Primer 
          Pengumpulan data menggunakan cara dengan mengadakan 
penelitian langsung ke objek penelitian atau riset lapangan (field 





          Cara pengumpulan data observasi yaitu perhatian terfokus 
terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud 
menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebab dan 
menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.
14
 Metode 
pengumpulan data dilakukan dengan cara langsung mengenai 
bagaimana gambaran tentang ikrar wakaf 
b. Wawancara 
          Pengumpulan data dengan wawancara, dalam penelitian ini 
pada dasarnya merupakan metode tambahan atau pendukung dari 
keseluruhan bahan hukum yang dihimpun melalui studi 
kepustakaan. Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian 
ini adalah melakukan wawancara dengan cara meminta informasi 
atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar 
pendapat dan keyakinannya.
15
 Hal ini dilakukan adanya 
keterbatasan waktu, biaya dalam penelitian. Sample yang diambil 
dari penelitian ini adalah wakif, ulama‟ PPAIW. 
2. Data Sekunder  
          Dalam pengumpulan data sekunder ini dipergunakan car-cara: 
a. Riset kepustakaan/Library Reseach 
          Riset kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dengan 
cara mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-
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serta obyek penelitian 
yang berkaitan dengan ikrar dalam wakaf 
b. Jenis data dari sudut sumber dan kekuatan mengikat 
          Oleh karena yang hendak diteliti adalah perilaku hukum, 
dalam penelitian ini data sekunder yang dari sudut mengikatnya 
digolongkan dalam: 
a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang 
mempunyai kekuatan mengkikat, terdiri dari Al-qur‟an, Kitab-
kitab Hadits Shohih, Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 
2004, Kompilasi Hukum Islam. 
b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai 
bahan hukum primer seperti buku-buku, makalah, hasil 
penelitian dan lain-lain. 
c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang dapat 
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan 
hukum primer maupun bahan hukum sekunder yaitu berupa 
kamus-kamus hukum dan ensiklopedi dibidang hukum.
17
 
5. Analisis Data 
          Untuk menganalisis data dipergunakan analisis kualitatif yaitu 
upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi 
dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 
menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan 
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apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain. Analisis data dalam 
penelitian kualitatif dilakukan secara induktif, setelah data terkumpul 
maka langkah berikutnya adalah menganalisis data yang merupakan cara 
untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, 
observasi dan lainnya.
18
 Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk 
menggambarkan (mendeskripsikan) mengenai ikrar wakaf. 
G. Sitematika Penulisan Skripsi 
          Untuk mengetahui isi atau materi skripsi secara menyeluruh, maka 
penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut: 
1. Bagian Muka, terdiri dari: 
          Halaman judul, halaman nota pengesahan, halaman nota persetujuan 
pembimbing, Abstrak, halaman motto, halaman persembahan, halaman 
kata pengantar dan halaman daftar isi. 
2. Bagian isi, terdiri dari beberapa bab: 
BAB I  : Pendahuluan 
Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian 
dan sistematika penulisan. 
BAB II :Landasan Teori 
Bab ini membahas tentang pengertian ikrar wakaf, definisi 
wakaf dan dasar-dasar hukum dalam wakaf. 
BAB III : Objek Kajian 
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Bab ini membahas tentang ketentuan ikrar wakaf menurut 
pendapat Mazhab Maliki dan ketentuan ikrar wakaf 
menurut Kompilasi Hukum Islam, 
BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan. 
Bab ini membahas analisis ikrar wakaf dalam Mazhab 
Maliki, analisis tentang ikrar wakaf dalam Kompilasi 
Hukum Islam serta persamaan dan perbedaan ikrar wakaf 
menurut Mazhab Maliki dengan Kompilasi Hukum Islam 
BAB V : Penutup 
Mencakup kesimpulan, saran-saran dan penutup. 
3. Bagian Akhir, terdiri dari: 






A. Pengertian Wakaf dan Ruang Lingkupnya 
1. Pengertian Wakaf 
        Kata wakaf berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal  kata  
“waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau 
“tetap berdiri”. Kata waqafa-yaqifu-waqfan” sama artinya dengan 
“habasa-yahbisu-tahbisan”. 19  Kata al-waqf dalam bahasa Arab 
mengandung beberapa pengertian yang artinya : menahan, menahan harta 
untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan. 
        Untuk memberikan gambaran yang komperehensip akan dipaparkan 
pengertian wakaf, diantaranya adalah: 
a. Abu Hanifah  
        Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap 
milik si waqif  dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk 
kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf  
tidak lepas dari si waqif, bahkan dia dibenarkan menariknya kembali 
dan ia boleh menjualnya. Jika si waqif wafat, harta tersebut menjadi 
harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf  
hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu madzhab Hanafi 
mendefinisikan wakaf  adalah “Tidak melakukan suatu tindakan atas 
suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan 
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menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), 
baik sekarang maupun akan datang.  
b. Madzhab Maliki  
        Madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak 
melepaskan harta yang diwakafakan dari kepemilikan waqif, namun 
wakaf tersebut mencegah waqif melakukan tindakan yang dapat 
melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan 
waqif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh 
menarik kembali wakafnya. Perbuatan si waqif menjadikan manfaat 
hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (Penerima wakaf), 
walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan 
hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf 
dilakukan  dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu 
sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta 
menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi 
membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu 
pemberian manfaat  benda secara wajar sedang  benda itu tetap 
menjadi milik si waqif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa 
tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf  kekal 
(selamanya). 
c. Madzhab Syafi‟i dan Ahmad bin Hambal 
        Harta yang dari kepemilikan waqif, setelah sempurna prosedur 
perwakafan. Waqif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta 
 
 
yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara 
pemilikannya kepada ornag lain, baik dengan pertukaran atau tidak. 
Jika waqif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi 
oleh ahli warisnya. Waqif menyalurkan manfaat harta yang 
diwakafkannya kepada mauquf „alaih (yang diberi wakaf) sebagai 
sedekah yang mengikat, dimana waqif  tidak dapat melarang 
penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila waqif melarangnya, 
maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada  
mauquf „alaih. Karena itu madzhab Syafi‟i mendefinisikan wakaf 
adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu tindakan atas suatu 
benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan 
menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)”. 
d. Dalam Buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 
        Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, 
atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda 
miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna 




e. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004  
        Wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan atau 
menyerahkan sebagian benda miliknya untuk dimanfaatkan 
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selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya 
guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari‟ah.21 
f. Dalam pasal 1 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan 
Tanah Milik adalah: “Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum 
yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa 
tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk 
kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan 
ajaran agama islam”. 
2. Sejarah Wakaf 
        Wakaf merupakan salah satu lembaga social keagamaan yang ada 
dalam Islam. Wakaf dikenal sejak zaman Nabi Muhammad saw, yaitu 




        Dalam hal ini Abu Zahrah mengatakan ada tiga hal yang mendasari 
pelaksanaan wakaf dalam Islam, yaitu: 
a. adanya hadist Nabi Muhammad saw yang mengatakan terputuslah 
amal seseorang kecuali tiga perkara, sodaqoh jariyah, ilmu yang 
bermanfaat dan anak yang shaleh. 
b. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Umar tentang wakaf. Umar R.A 
yang telah memberikan tanahnya yang berada di Khaibar untuk 
kepentingan umum, dengan tidak menjual, menghibahkan dan 
mewariskannya. Sehingga para ulama‟ berpendapat bahwa 
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pelaksanaan wakaf oleh sahabat Umar bin Khattab merupakan 
pelaksanaan wakaf yang pertama kali dalam catatan sejarah Islam. 
c. Ketetapan dari para sahabat dengan telah melaksanakan perbuatan 
wakaf tersebut sehingga berlanjut sampai sekarang. 
3. Dasar Hukum Wakaf 
a. Al-Qur‟an 
        Dasar hukum wakaf sebagai lembaga yang diatur dalam ajaran 
Islam tidak dijumpai secara tersirat dalam Al-Qur‟an. Namun 
demikian, terdapat ayat-ayat yang memberi petunjuk dan dapat 
dijadikan sebagai sumber hukum perwakafan.
23
 Ayat-ayat yang 
berkaitan dengan wakaf tersebut adalah sebagai berikut: 







    
 “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, 
sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah 
kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.” 
 
        Al-Qurthubi mengartikan “berbuat baiklah kamu” dengan 
pengertian perbuatan baik itu adalah perbuatan sunnah bukan 
perbuatan wajib, sebab perbuatan wajib  adalah kewajiban yang 
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sudah semestinya dilakukan hamba kepada Tuhannya.
24
 Salah 
satu perbuatan sunnah itu adalah wakaf yang selalu menawarkan 
pahala di sisi Allah. Bunyi akhir dari ayat di atas adalah 
“mudah-mudahan kamu sekalian beruntung” adalah gambaran 
dampak positif dari perbuatan amal kebaikan termasuk wakaf. 
2) Dalam surat Al-Baqarah ayat (261) 
   
   
   
  
   
  
    
    
    
 “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang 
yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa 
dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-
tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi 
siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) 
lagi Maha Mengetahui. 
        Para ulama berselisih paham mengenai makna “nafkahkanlah 
sebagian dari hasil usahamu yang baik‟. Sebagian ulama mengartikan 
ayat tersebut hubungannya dengan sedekah wajib (zakat). Sebagian 
yang lain mengartikan, ayat tersebut membicarakan tentang sedekah 
sunnah untuk kepentingan Islam secara umum. Perbedaan ulama 
tersebut berkisar pada sedekah wajib dan sunnah, tapi keduanya tetap 
dalam koridor membela kepentingan orang Islam yang lain (sosial). 
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Sedangkan yang dimaksud “hasil usaha yang baik” adalah hasil usaha 
pilihan dan halal. 
        Dari pengertian di atas tersirat makna perintah memberikan 
sebagian dari hasil usaha yang halal dan terbaik untuk kepentingan 
umum di luar kepentingan pribadi. Artinya, urusan Islam secara 
umum mendapat perhatian lebih. Perhatian itu tesirat dari harta yang 
diberikan adalah yang terbaik, pilihan, dan halal. Hal ini bertentangan 
dengan kenyataan yang banyak terjadi. Sedekah, baik sedekah waib 
maupun sedekah sunnah (termasuk wakaf) banyak yang diambil dari 





        Adapun dasar amalan wakaf yang tercantum dalam Hadist 
antara lain: 
 ويلع للها ىلص للها لوسر نا ةريرى بىا نع َمَدا ُنْب ِا َتَام َذِا :لاق ملسو
,ٍثَلاَث ْنِم َِّلِا ُوُلَمَع َعَطَق ِْنا  ٍحَِلاص ٍدَلَو َْوا ِوِب ُعَف َتْن ُي ٍمْلِع َْوا ,ٍَةِيراَج ٍةَقَدَص
 َُول ْوُعْدَي   )ملسم هور(  
Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW. 
Bersabda: “Apabila anak adam ( manusia) meninggal dunia, 
maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara:shadaqah jariyah‟ 
ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang mendoakan 
orang tuanya” (HR. Muslim)26   
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        Ada hadist Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkan 
ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan 
tanahnya yang ada di khaibar: 
 َر َبَْيِبِ ًاضَْرا َرَمُع َبَاصَا :لاق  امهنع للها يضر رمع نبا نع  بَِّنلا ىَتَءَاف
 َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص  ْينِِّا ِللها َلْوُسَر َاي :َلَاَق َف َاهْيِف ُرُمَْءاتْسَي ًاضَْرا ُتْبَصَا
 َر ْ بَيِبِ  َُول َلَاقَف .ِِوب نُِّرُمَْءات َامَف ُوْنِم ْيِدْنِع ُسَف َْنا َوُى ُّطَق ًلَِام ْبِصُا َْلَ
 َاِبِ َتْقَدَصَتَو َاهَلْصَا َتْسَبَح َتْئِش ْنِا ,َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها ُلْوُسَر
 َا َّنَِّا ,ُرَمُع َاِبِ َق َّدَصَت َف ِءَارَقُفلا فِ َاِبِ َق َّدَصَتَو َلَاق .ُثَرْو َُتَلَِو ُبَىْو َُتلَِو َُعاُبَتلِ
 ْفَِو ِبَاقيرلا ْفَِو َبىْرُقلا فَِو  ْنَم ىَلَع ََحانُجَلِ ِفْي َّضلاَو ِلْيِبَسلا ِنِْباَو ِللها ِلْيِبَس
 َْنا َاهيِيلَو  ْيَغ ُمِعُْطيَو ِفْوُرْعَمْلِاب َاهْنِم َلُك َْءاي ٌليوَمَتَم َر) ملسم هور( 
“Dari Ibn Umar ra. Berkata, bahwa saabat Umar ra 
memperoleh sebidang tanah di khaibar, kemudian menghadap 
kepada Rasulullahh untuk memohon petunjuk. Umar berkata: 
Ya Rasulallah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya 
belum pernah mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang 
engkau perintah kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu 
suka , kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan 
(hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, 
tidak dihibahkan dan tidak pula di wariskan. Berkata Ibnu 
Umar: umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, 
kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. 
Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai 
tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan 
cara baik (sepntasnya) atau makan dengan tidak bermaksud 
menumpuk harta” (HR. Muslim).27 
 
        Ada diriwayatkan dari Abu Yusuf, bahwa setelah ia mendengar 
khabar Umar  bahwa “bumi tersebut tidak boleh dijual”, maka 
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menolak ucapan Abu Hanifah mengenai penjualan barang wakaf, dan 
berkata: kalau Abu Hnifah mendengar Khabar tersebut, pastilah akan 
berkata seperti itu pula.
28
   
        Dilihat dari beberapa ayat Al-Qur‟an dan hadist Nabi yang 
menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas. 
Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan 
berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini 
diletakkan pada wilayah yang bersifat ijtihadi, bukan ta‟abbudi, 
khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, 
syarat, peruntukan dan lain-lain. 
        Meskipun demikian, ayat Al-Qur‟an dan Sunnah yang sedikit itu 
mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Sejak masa 
Khulafa‟ur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan 
mengembangkan hukum-hukum wakaf dengan menggunakan metode 
penggalian hukum (ijtihad) mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-
hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad seperti 
qiyas, maslahah mursalah dan lain-lain. Penafsiran yang sering 
digulirkan oleh para ulama, bahwa wakaf ini sangat identik dengan 
shadaqah jariyah, yaitu suatu amal ibadah yang memiliki pahala yang 
terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan 
manusia. 
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        Oleh karenanya, ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk 
dalam wilayah ijtihadi, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, 
terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, fururistik 
(berorientasi pada masa depan). Sehingga dengan demikian, ditinjau 
dari ajaran saja, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar 
untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi 
ajaran wakaf ini termasuk bagian dari muamalah yang memiliki 
jangkauan yang sangat luas, khususnya dalam pengembangan 
ekonomi lemah. 
        Memang ditinjau dari kekuatan hukum yang dimiliki, ajaran 
wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (sunnah), namun 
kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak 
menjalankan roda kesejahteraan masyarakat banyak. Sehingga dengan 
demikian, ajaran wakaf yang masuk dalam wilayah ijtihadi, dengan 
sendirinya menjadi pendukung non manajerial yang bisa 
dikembangkan pengelolaannya secara optimal.
29
 
c. Wakaf berdasarkan hukum positif 
        Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur 
masalah perwakafan di Indonesia adalah:
30
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1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 masalah 
wakaf dapat kita ketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat 1 dan pasal 
49 
2) Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan  
tanah milik dikeluarkan untuk memberi jaminan kepastian 




3) Inpres No. Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap 
materi perwakafan yang ada pada perundang-undangan 
sebelumnya mengenai obyek wakaf (KHI Pasal 215 ayat 1), 
sumpah nazhir (KHI pasal 219 ayat 4), jumlah nazhir (KHI pasal 
219ayat 5), perubahan benda wakaf (KHI pasal 225), peranan 
majelis ulama dan camat (KHI pasal 219 ayat 3,4; pasal 220 ayat 
2;pasal 221 ayat 2).
32
 
4) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam pasal 
42 menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan 
harta benda wakaf secara produktif, nazhir dapat bekerja sama 
dengan pihak ketiga seperti Islamic Development  Bank (IDB), 
Investor, Perbankan Syariah, Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM), dan lain-lain.
33
 Agar terhindar dari kerugian, nazhir harus 
menjamin kepada asuransi syariah. Hal ini dilakukan agar seluruh 
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kekayaan wakaf tidak hilang atau terkurangi sedikitpun.
34
 Upaya 
supporting (dukungan) pengelolaan dan pengembangan wakaf 
juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran UU Nomor 
22 Tahun 1999  Tentang Otonomi Daerah yang mendukung 
pemberdayaan wakaf secara produktif. 
5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 13 
14 berisi tentang masa bakti nazhir, pasal 21 berisi tentang benda 
wakaf benda wakaf bergerak selain uang, pasal 39 berisi tentang 
pendaftaran sertifikat tanah wakaf.
35
 
4. Rukun dan Syarat Wakaf 
        Menurut syariat Islam  setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua 
unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) yang 
melekat dalam setiap perbuatan hukum baik dari segi para subjek 
maupun objek hukum ketika hukum tersebut berlangsung
36
. Sedangkan 
syarat ialahhal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang 
menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum
37
. 
        Apabila unsur ini tidak dipenuhi  maka perbuatan itu dianggap tidak 
sah menurut hukum. Demikian pula untuk sahnya suatu perwakafan  
harus dipenuhi rukun dan syarat. 
Syarat Wakaf: 
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a. Wakaf tidak dibatasi oleh waktu tertentu, sebab wakaf berlaku untuk 
selamanya. Bila seseorang mewakafkan kebun untuk jangka waktu 10 
tahun misalnya, maka wakaf tersebut dianggap batal. 
b. Tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk 
masjid, pondok pesantren, makam dan yang lainnya. Namun, apabila 
seseorang mewakafkan sesuatu kepada hukum tanpa menyebut 
tujuannya, hal itu dipandang sah sebab penggunaan barang-barang 
wakaf  tersebut menjadi wewenang lembaga hukum yang menerima 
harta-harta wakaf tersebut. 
c. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh orang yang 
mewakafkan, tanpa digantung oleh peristiwa yang akan terjadi dimasa 
yang akan dating., sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak 
milik bagi yang mewakafkan. Bila wakaf digantungkan dengan 
kematian yang mewakafkan, ini bertalian dengan wasiat dan tidak 
bertalian dengan wakaf. Dalam hal pelaksanaan seperti ini, berlakulah 
ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan wasiat. 
d. Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak 
khiyar (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah 
dinyatakan) sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk 
selamanya. 
Rukun Wakaf: 
a. Orang yang mewakafkan (Waqif) 
b. Harta yang diwakafkan (Mauquf) 
 
 
c. Pihak yang diberi wakaf (Mauquf „alaih) 
d. Ikrar wakaf (Sighat Waqaf)38 
        Namun masing-masing rukun tersebut mempunyai syarat-syarat 
tertentu yang akan diuraikan sebagai berikut; 
a. Orang yang mewakafkan (Waqif) orang yang mewakafkan disyaratkan 
memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya. 
Kecakapan ini meliputi empat kriteria, yaitu: 
1) Waqif harus merdeka dan pemilik penuh dari harta yang 
diwakafkan, tidak sah wakaf seorang budak karena tidak 
mempunyai hak milik. 
2) Waqif haruslah orang yang berakal sempurna, tidak sah wakaf 
dari waqif yang gila. 
3) Waqif harus orang yang baligh, karena tidak sah wakaf dari anak 
kecil baik sudah mumayyiz atau belum, sebab baligh dipandang 
sebagai sempurnanya akal. 
4) Orang yang berwakaf harus yang mampu bertindak secara 
hukum, artinya dewasa yang menitikberatkan pada kematangan 
pertimbangan akal, bukan pada bilangan umur. 
b. Mauquf (harta yang diwakafkan) 
        Seperti yang kita ketahui bahwasanya sifat-sifat harta benda yang 
diwakafkan adalah harta yang tahan lama dan bermanfaat, karena dari 
manfaat harta yang tahan lama tersebut itulah yang diharapkan pahala 
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wakaf terus mengalir. Adapun syarat-syarat dari harta yang 
diwakafkan adalah: 
1) Harta yang diwakafkan harus berupa benda yang bernilai. Artinya 
segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam 
keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat). Tidak sah 
mewakafkan sesuatu yang bukan harta, seperti manfaat rumah 
sewaan untuk ditempati. 
2) Harta yang diwakafkan harus jelas wujud dan ukurannya agar 
tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. 
3) Harta yang diwakafkan harus jelas milik si Waqif dan juga 
merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, 
ikatan dan sengketa. 
4) Terpisah, bukan benda milik bersama 
c. Mauquf „alaih (orang atau lembaga yang menerima wakaf) 
        Yang dimaksud dengan mauquf „alaih adalah tujuan wakaf 
(peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas 
yang sesuai dan diperbolehkan syari‟at Islam. Karena pada dasarnya, 
wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepa Tuhan. 
Karena itu mauquf „alaih haruslah pihak kebajikan itulah yang 
membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia 
kepada Tuhannya. 
d. Sighat wakaf 
 
 
        Sighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang 
yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang 
diinginkannya. Para ahli fiqh menetapkan bahwa sighat wakaf harus 
memenuhi beberapa syarat diantaranya: 
1) Sighat wakaf harus mengandung pernyataan yang berarti bahwa 
wakaf itu bersifat kekal. 
2) Sighat wakaf harus mengandung arti langsung, artinya wakaf itu 
terjadi setelah lafaz diucapkan dengan tidak ditangguhkan pada 
waktu yang akan datang atau dengan syarat. 
3) Sighat wakaf harus mengandung kepastian. 
4) Sighat wakaf tidak dibarengi dengan syarat bathil. 
5) Menurut syafi‟iyyah harus mengandung penjelasan atau 
keterangan tentang tujuan harta tersebut. 
5. Macam – macam Wakaf 
        Menurut  hukum  Islam,  ditinjau  dari  segi  peruntukan  
ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf terdiri dari dua macam, 
yaitu: 
a. Wakaf Ahli (keluarga)   
        Yaitu  wakaf  yang  ditujukan  kepada  orang-orang  tertentu,  
baik seorang atau lebih, keluarga wakif ataupun bukan. Wakaf 
seperti ini juga disebut wakaf dzurri.
39
 Wakaf  ahli  dibuat  untuk  
keselamatan  dan kesejahteraan  sanak kerabat  dekat  dari  wakil  
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(orang  yang  mewakafkan)  dan  keluarganya  terjamin 
pemenuhan kebutuhan dalam semua keperluan hidupnya, dan 
kemudian kembali kepada kemaslahatan kaum miskin setelah 
kematian mereka.  
        Apabila  ada  seseorang  mewakafkan  sebidang  tanah  
kepada anaknya, kemudian kepada cucunya, maka wakafnya sah 
dan berhak mengambil manfaatnya  adalah  mereka  yag  ditunjuk  
dalam  pernyataan  wakaf.  Wakaf jenis ini kadang kala disebut 
juga wakaf ‟alal aulad yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi  
kepentingan  dan  jaminan  sosial  dalam  lingkungan  keluarga  
dan  kerabat sendiri.
40
 
        Dalam wakaf  ini, waqif  menunjuk  pada  orang-orang  
tertentu,  dan wakaf  ahli  dipandang  sah  dan  telah  dilaksanakan  
oleh  kaum muslimin.  Yang berhak  menikmati  harta  wakaf  ini  
adalah  mereka  yang  ditunjuk  dalam pernyataan wakaf. 
b. Wakaf khairi  
        Yaitu  wakaf  yang  secara  tegas  untuk  kepentingan  agama  
dan/atau kemasyarakatan. Wakaf  khairi  dibuat  untuk  
memenuhi  anak-anak  yatim, orang-orang terlantar, orang-orang 
cacat, orang yang malang, begitu juga wakaf yang  diciptakan  
untuk  pemeliharaan  masjid,  sekolah-sekolah,  rumah-rumah 
sakit,  tanah  kuburan  dan  tempat-tempat  lainnya  di  dalam  
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cakupan kemaslakhatan  masyarakat  umum.  Sehingga  wakaf  
khairi  ini yang  benar-benar dirasakan manfaatnya oleh 
masyarakat, serta sejalan dengan amalan wakaf, yang merupakan 
suatu ibadah atau amalan yang di dalam ajaran Islam telah 
dijelaskan pahalanya akan senantiasa mengalir terus menerus, 
walaupun yang bersangkutan telah  meninggal  dunia,  selama  
keberadaan  wakaf  masih  dipergunakan untuk kemaslahatan 
masyarakat. 
B.  Pengertian Ikrar Wakaf 
        Salah satu unsur penting dalam wakaf adalah ikrar wakaf yang 
merupakan pernyataan dari orang yang berwakaf (waqif) kepada pengelola 
atau menajemen wakaf (Nadzir) tentang kehendaknya untuk mewakafkan 
harta yang dimilikinya guna kepentingan atau tujuan tertentu. 
        Sedangkan syarat-syarat ikrar wakaf adalah bahwa wakaf harus 
diikrarkan, baik dengan lisan, tulisan maupun isyarat. Wakaf dipandang 
telah terjadi apabila ada pernyataan waqif (ijab) dan kabul dari nadzir atau 
pengelola wakaf tidak diperlukan. Dan isyarat hanya boleh dilakukan bagi 
waqif yang mampu melakukan dengan lisan maupun tulisan.
41
 
        Sebagaimana disebutkan diatas bahwa kebiasaan masyarakat kita 
sebelum adanya UU No. 5 tahun 1960 dan PP No. 28 tahun 1977 hanya 
menggunakan pernyataan lisan saja yang didasarkan pada adat kebiasaan 
keberagamaan yang bersifat lokal. Pernyataan lisan secara jelas (sharih ) 
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menurut pandangan As-Syafi‟i termasuk bentuk dari pernyataan wakaf 
yang sah. Akan tetapi dalam kasus masjid, bila seseorang memiliki mesjid 
dan mengijinkan orang atau pihak lain melakukan ibadah di masjid 
tersebut, maka tidaklah otomatis masjid tersebut berstatus wakaf. 
        Pernyataan wakaf harus menggunakan kata-kata yang jelas seperti 
waqaftu, habastu atau sabbitu atau kata-kata kiasan yang dibarengi dengan 
niat wakaf secara tegas. Dari pandangan Imam Asy-Syafi‟i tersebut 
kemudian ditafsirkan secara sederhana bahwa pernyataan wakaf cukup 
dengan lisan saja. Namun demikian ketika ada orang yang mewakafkan 
harta bendanya dengan tulisan atau isyarat untuk menyatakan kehendak 
dan menjelaskan apa yang diinginkan bukan berarti wakafnya tidak sah. 
Pernyataan tulisan mewakafkan sesuatu justru bisa menjadi bukti yang 
kuat bahwa si waqif telah melakukannya, lebih-lebih itu dinyatakan di 







A. IMAM MALIKI 
1. Biografi Imam Maliki 
        Imam Malik yang bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas 
bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin 
Amr bin Haris al-Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 93 H/712 M dan 
wafat tahun 179 H/796 M. Dia dilahirkan pada zaman al-walid bin abdul 
malik dan meninggal di Madinah pada zaman pemerintah al-rasyid. Dia 
tidak pernah keluar daerah meninggalkan Madinah. Sama seperti imam 
abu hanifah, dia hidup dalam dua zaman pemerintahan, yaitu bani 
umayyah dan bani abbasiyah. Negara Islam telah berkembang luas dalam 
kedua masa pemerintahan ini, hingga kelautan atlantik di barat dan ke 
Negri Cina di Timur. Juga telah sampai ke tengah-tengah benua Eropa, 
yaitu ketika negara Spanyol berhasil dikuasai.
42
 Dia berasal dari keluarga 
Arab terhormat, berstatus sosial tinggi, baik sebelum maupun sesudah 
datangnya Islam. Tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah 
nenek moyangnya menganut Islam, mereka pindah ke Madinah. 
Kakeknya, Malik  , adalah anggota keluarga pertama yang memeluk 
agama Islam pada tahun 2 H. Saat itu, Madinah adalah kota ilmu‟ yang 
sangat terkenal. 
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        Sejak masa kanak-kanak imam malik telah terkenal sebagai ulama 
dan guru dalam pengajaran Islam, kakeknya yang yang senama 
dengannya, merupakan ulama hadits yang terkenal dan dipandang 
sebagai sorang perawi hadits-hadits shahil yang hidup sampai malik 
berusia sepuluh tahun. Pada saat itu dia telah mulai sekolah, meskipun 
sebagai anak yang asih kecil dia belum dapat secara langsung mendalami 
pelajaran yang diperolehnya selain kesan yang melekat pada pikirannya 
senang dan semangat belajar yang kesemuanya itu memainkan peranan 
penting dalam pembinaan karakter serta kesungguhan belajarnya. Imam 
malik belajar hadits dari pamannya yang bernama Abu Suhail Nafi 
adalah seorang ulama hadits terkenal dan termasyhur.
43
 
        Kakek dan ayahnya termasuk kelompok ulama hadis terpandang di 
Madinah. Karenanya, sejak kecil Imam Malik tak berniat meninggalkan 
Madinah untuk mencari ilmu. Ia merasa Madinah adalah kota dengan 
sumber ilmu yang berlimpah lewat kehadiran ulama-ulama besarnya. 
        Kendati demikian, dalam mencari ilmu Imam Malik rela 
mengorbankan apa saja. Menurut satu riwayat, sang imam sampai harus 
menjual tiang rumahnya hanya untuk membayar biaya pendidikannya. 
Menurutnya, tak layak seorang yang mencapai derajat intelektual 
tertinggi sebelum berhasil mengatasi kemiskinan, menurut beliau 
kemiskinan adalah ujian hakiki seorang manusia. Apabila kita melihat 
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hal tersebut tidak menjadi suatu keanehan apabila beliau menjadi ulama 
besar 
        Setelah beliau mengerti dan memahami serta menguasai dasar-dasar 
ilmu pengetahuan agama Islam khususnya masalah fikih dan hadits, 
maka beliau melakukan pengembangan pemikirannya dengan cara 
mendatangi para ulama di masjidil haram, mengadakan forum diskusi di 
madinah maupun di kediamannya bersama murid-muridnya dan kegiatan 
lainnya yang bersifat diskusi atau bertukar pendapat dengan para ulama-
ulama terkenal pada masa itu. 
        Dalam usia muda, Imam Malik telah menguasai banyak ilmu. 
Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya 
diabdikan dalam dunia pendidikan. Tidak kurang empat khalifah, mulai 
dari Al Mansur, Al Mahdi, Hadi Harun, dan Al Ma‟mun, pernah jadi 
murid Imam Malik. Ulama besar, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi‟i 
pun pernah menimba ilmu dari Imam Malik. Belum lagi ilmuwan dan 
para ahli lainnya. Menurut sebuah riwayat disebutkan murid terkenal 
Imam Malik mencapai 1.300 orang. 
2. Pola Pemikiran Mazhab Maliki 
        Aliran fiqh hasil ijtihat Imam Malik yang digalihnya dari Al-Qur‟an 
dan sunnah Rasulullah saw. Mazhab maliki adalah mazhab fiqh kedua 
dalam urutan mazhab-mazhab fiqh besar, yaitu mazhab hanafi, mazhab 
maliki, mazhab syafi‟i dan mazhab hanbali. Mazhab maliki dikenal 
sebagai mazhab aliran hadits (ahlu hadits dan ahlurra‟yi) dan dalam 
 
 
pembentukannya terkenal banyak berorientasi kepada kemaslahatan 
manusia. Mazhab ini muncul dikediaman pendirinya, yaitu di Madinah. 
Melalui halaqah pengajian yang dipimpin imam malik. 
        Imam malik adalah seorang mujtahid dan ahli ibadah sebagaimana 
Imam Abu Hanifah. karena ketekunan dan kecerdasannya, imam malik 
tumbuh sebagai seorang ulama terkemuka, terutama dalam bidang ilmu 
hadis dan fikih, beliau juga mengajar dan menulis kitab Muwaththa, 
beliau merasa memiliki kewajiban untuk membagi pengetahuannya 
kepada orang lain yang membutuhkannya. Imam Malik sangat teguh 
dalam membela kebenaran dan berani menyampaikan apa yang 
diyakininya.dalam menetapkan hukum beliau sangat berhati-hati, 
sebagaimana diriwayatkan, bahwa beliau pernah berkata, ”saya tidak 
pernah memberikan fatwa dan meriwayatkan suatu hadits,sehingga 70 
ulama membenarkan dan mengakui”. 
        Dalam menetapkan suatu hukum Imam Malik berbeda dengan Imam 
Abu Hanifah hal ini dikarenakan Imam Malik lahir di Madinah yang 
dikenal dengan daerah hadis dan tempat tinggal para sahabat nabi, 
dimadinah ini pun tempat dimana nuansa kehidupan sehari hari dengan 
sederhana dan menjadikan al-Qur‟an, hadis dan ijma sahabat dijadikan 
sebagai dasar hukum. Disamping itu kota madinah menjadi 
ibukota Daulah Islamiyyah sejak masa Rasul sampai pada masa 
kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, kemudian pada kekhalifahan Bani 
Umayyah , ibukota Daulah Islamiyyah dipindahkan ke Damaskus. hal ini 
 
 
jelas apabila Imam Malik cenderung menguasai hadis dan kurang 
menggunakan rasio dibandingkan Imam Abu Hanifah. 
        Dalam riwayat hidup Imam Malik ada satu hal yang tidak boleh 
dilupakan yaitu penghormatan beliau terhadap hadits Nabi, ketika beliau 
hendak menyampaikan hadits Nabi atau mengajarkannya disertai dengan 
cara yang istimewa dengan tujuan untuk menghormati hadis nabi 
tersebut. Dalam bidang aqo‟id beliau tegas memegang prinsip beliau 
menolak segala macam akidah yang ditimbulkan dari partai-partai Islam 
dan mengenai akidah beliau berpegang kepada apa yang ditunjuki nash. 
mangenai qadar beliau berdiri seimbang,dalam bidang politik Imam 
Maliki tidak banyak bicara. Beliau tidak ingin mencampuri 
persengketaan dan perselisihan. Menurut Imam Maliki apabila seseorang 
yang merebut kekuasaan, tetapi berlaku adil dan masyarakat senang 
menerimanya, maka kita tidak boleh memberontak terhadapnya, kita 
harus mentaatinya. Dan mengenai bid‟ah Imam Malik sangat keras, 
sebagai mufti besar dan sebagai alim juga ahli hadits, beliau tidak pernah 
mengajarkan atau memberikan pimpinan kepada muridnya supaya 
mengekor (bertaqlid) terhadap pendapat atau buah penyelidikan beliau, 
bahkan beliau sangat berhati-hati dalam menjatuhkan hukum halal dan 






3. Metode Imam Malik Dalam Menetapkan Hukum Islam. 
        Dengan melihat sikap kehati-hatian dan ketelitian Imam Malik 
dalam melakukan penetapan terhadap hukum islam, Imam Malik selalu 
berpegang teguh pada hal-hal sebagai berikut : 
a. Al-Qur‟an. 
        Dalam memahami al-Qur‟an sebagai dasar dalam penetapan 
hukum, Imam Malik mendasarkannya atas dhahiri nash al-Qur‟an 
secara umum, dan ini meliputi mafhum mukhalafah dan mafhum 
aulawiyah dengan memperhatikan pada illatnya. 
b. As-Sunnah. 
        Dalam hal ini Imam Malik mengikuti pola yang dilakukannya 
yang berpegang teguh pada al-Qur‟an yang artinya “ jika dalil syara 
itu menghendaki adanya penta‟wilan, maka yang dijadikan pegangan 
adalah arti ta‟wil, jika pertentangan antara ma‟na dhahir al-Qur‟an 
dengan makna yang terkandung dalam hadis, maka yang didahulukan 
adalah makna dhahir al-Qur‟an, akan tetapi jika makna yang 
terkandung dalam hadis tersebut dikuatkan dengan ijma ahlu 
madinah maka yang diutamakan untuk diambil adalah makna yang 
terkandung dalam hadis daripada makna dhahir al-Qur‟an baik 
mutawattir maupun mashyur dan hadis ahad”. 
c. Ijma al Madinah. 
        Yang dimaksud dengan ijma ahlu madinah adalah.” Ijma‟ ahl 
madinah yang asalnya dari naql”, yang artinya “kesepakatan bersama 
 
 
yang berasal dari hasil mereka mencontoh Rasul”. Bukan 
dari ijtihad mereka, seperti mud dan sha‟, penentuan suatu tempat 
seperti tempat mimbar Nabi dan penentuan tempat dilakukannya 
amalan-amalan rutin seperti adzan dan iqamah, oleh sebab itu maka 
dikalangan Madzhab Maliki menyatakan bahwa ijma ahlu madinah itu 
lebih diutamakan daripada khabar ahad.           
d. Fatwa Sahabat. 
        Maksudnya adalah ketentuan hukum yang telah diambil oleh 
sahabat besar berdasarkan pada naql, sebab mereka tidak akan 
memberikan  fatwa kecuali atas dasar apa yang sudah difahami 
mereka dari Rasulullah. Sekalipun  demikian, tetap harus tidak 
bertentangan dengan hadis marfu, oleh sebab itu fatwa sahabat 
menurut madzhab maliki lebih didahulukan dari pada Qiyas dan bisa 
dijadikan hujjah.            
e. Khabar Ahad dan Qiyas. 
         Masalah Khabar Ahad Imam Malik tidak mengakui 
keberadaannya sebagai suatu yang datang dari Rasul, kecuali 
keberadaannya benar-benar sudah dipopulerkan dikalangan 
masyarakat Madinah, jika tidak maka hanya dianggap sebagai 
petunjuk bahwa Khabar Ahad ini tidak benar berasal dari Rasul 
sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan hukum, 




f.  Istihsan. 
      Yang dimaksud istihsan menurut Imam Malik adalah menentukan 
hukum dengan mengambil maslahah sebagai bagian dalil yang 
bersifat menyeluruh dengan maksud mengutamakan Istidhlalul 
Mursah daripada Qiyas, sebab menggunakan Istihsan itu, tidak berarti 
hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, tetapi 
mendasarkan pada Maqasid al-Syari‟ah secara keseluruhan. 
g. Al Mashlahah al Mursalah. 
        Yang dimaksud dengan maslahah al-mursalah adalah masalah 
yang ketentuan hukumya dalam nash tidak ada. Para ulama bersepakat 
bahwa maslahah al-mursalah bisa dijadikan sebagai dasar 
pengambilan hukum dengan memenuhi persyaratan diantaranya, 
pertama, maslahah itu harus benar-benar maslahah yang pasti menurut 
penelitian, bukan hanya sekedar perkiraan sepintas saja. Kedua, 
maslahah harus bersifat umum untuk masyarakat dan bukan hanya 
berlaku pada orang tertentu yang bersifat pribadi. Ketiga, maslahah itu 
harus benar-benar yang tidak bertentangan dengan ketentuan nash dan 
ijma‟ 
h. Saad ad Zara‟i. 
        Yang dimaksud dengan Saad ad-Zira‟i adalah menutup jalan atau 
sebab yang menuju kepada hal-hal yang dilarang. Dalam hal ini Imam 
Malik menggunakannya sebagai salah satu jalan pengambilan hukum, 
sebab semua jalan atau sebab yang bisa mengakibatkan terbukanya 
 
 
suatu keharaman, maka sesuatu itu jika dilakukan hukumnya 
haram.                        
i. Istihsab. 
        Yang dimaksud dengan Istihsab adalah tetapnya suatu ketentuan 
hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang berdasarkan atas 
ketentuan hukum yang sudah berlaku dan sudah ada pada masa 
lampau, maka apabila sesuatu yang sudah diyakini adanya, kemudian 
datang keraguan atas hilangnya sesuatu yang diyakini adanya tersebut, 
maka hukumnya sama seperti hukum yang pertama, yaitu tetap ada 
begitu juga sebaliknya. 
j. Syar‟u man Qablana. 
        Prinsip yang dipakai oleh Imam Malik dalam menetapkan hukum 
adalah kaidah dan prinsip ini dijadikan sebagai salah satu dasar 
pengambilan hukum oleh Imam Malik. 
4. Karya-Karya Imam Malik 
        Al-Muwatta' adalah kitab fikih berdasarkan himpunan hadis-hadis 
pilihan. Santri mana yang tak kenal kitab yang satu ini. Ia menjadi 
rujukan penting, khususnya di kalangan pesantren dan ulama 
kontemporer. Karya terbesar Imam Malik ini dinilai memiliki banyak 
keistimewaan. Ia disusun berdasarkan klasifikasi fikih dengan 
memperinci kaidah fikih yang diambil dari hadis dan fatwa sahabat 
Menurut beberapa riwayat, sesungguhnya Al-Muwatta' tak akan lahir bila 
Imam Malik tidak dipaksa Khalifah Mansur. Setelah penolakan untuk ke 
 
 
Baghdad, Khalifah Al-Mansur meminta Imam Malik mengumpulkan 
hadis dan membukukannya. Awalnya, Imam Malik tidak mau melakukan 
itu. Namun, karena dipandang tak ada salahnya melakukan hal tersebut, 
akhirnya lahirlah Al-Muwatta'. Ditulis di masa Al-Mansur (754-775M) 
dan baru selesai dimasa Al-Mahdi (775-785M). 
        Dunia Islam mengakui Al-Muwatta' sebagai karya pilihan yang tak 
ada duanya. Menurut Syah Walilullah, kitab ini merupakan himpunan 
hadis paling shahih dan terpilih. Imam Malik memang menekankan betul 
terujinya para perawi. Semula, kitab ini memuat 10 ribu hadis. Namun, 
lewat penelitian ulang, Imam Malik hanya memasukkan 1.720 
hadis.Kitab ini telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa dengan 16 
edisi yang berlainan. Selain Al-Muwatta', Imam Malik juga menyusun 
kitab Al-Mudawwanah al-Kubra, yang berisi fatwa-fatwa dan jawaban 
Imam Malik atas berbagai persoalan. 
        Imam Malik tak hanya meninggalkan warisan buku. Ia juga 
mewariskan Mazhab Fikih di kalangan Islam Sunni, yang disebut sebagai 
Mazhab Maliki. Selain fatwa-fatwa Imam Malik dan Al-Muwatta', kitab-
kitab seperti Al-Mudawwanah al-Kubra, Bidayatul Mujtahid wa 
Nihaayatul Muqtashid (karya Ibnu Rusyd), Matan ar Risalah fi al-Fiqh 
al-Maliki (karya Abu Muhammad Abdullah bin Zaid), Asl al-Madarik 
Syarh Irsyad al-Masalik fi Fiqh al-Imam Malik (karya Shihabuddin al 
Baghdadi), dan Bulgah as-Salik li Aqrab al-Masalik (karya Syeikh 
Ahmad as-Sawi), menjadi rujukan utama Mazhab Maliki. 
 
 
        Di samping sangat konsisten memegang teguh hadits, mazhab ini 
juga dikenal sangat mengedepankan aspek kemaslahatan dalam 
menetapkan hukum. Secara berurutan, sumber hukum yang 
dikembangkan dalam Mazhab Maliki adalah Al-Qur'an, Sunnah 
Rasulullah Saw, amalan sahabat, tradisi masyarakat Madinah (amal ahli 
al-Madinah), qiyas (analogi), dan maslahah mursalah (kemaslahatan 
yang tidak didukung /dilarang oleh dalil tertentu). 
5. Wakaf Menurut Mazhab Maliki 
        Para imam mazhab sepakat bahwa wakaf itu merupakan ibadah 
yang dibolehkan menurut syara‟. 44  Apakah wakaf itu diberlakukan 
atau tidak? Imam Maliki menjawab, wakaf itu telah ditetapkan secara 
lafadz, meskipun tidak diakui oleh hakim, dan tidak dikeluarkan dari 
tempat wasiat sesudah meninggalnya. Seperti pendapat abu yusuf “hak 
milik menjadi hilang daripadanya meskipun tidak dikeluarkan dari 
tangannya”. 
        Wakaf itu merupakan suatu pemberian yang benar tetapi tidak 
dilazimkan dan tidak terlepas dari milik orang yang mewakafkannya 
sehingga hakim memberi keputusan digantungkan dengan 
kematiannya. Seperti “ apabila saya mati, saya wakafkan rumah ini 
kepada dia”. 
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        Wakaf itu tidak sah jika barang yang diwakafkan tersebut tidak 
dapat diambil manfaatnya kecuali dengan dirusakkannya seperti, emas, 
perak, dan makanan. 
B. KOMPILASI HUKUM ISLAM 
1. Sejarah Pembentukan Kompilasi Hukum Islam 
        Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan 
Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. 
Keluarnya surat edaran Kepala Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 
Tanggal 18 Februari 1958 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah 
Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan Peradilan 
Agama/Mahkamah Syar‟iyah di luar Pulau Jawa dan Madura 
menunjukkan salah satu bukti tentang hal tersebut.
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        Upaya pemenuhan kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam 
bagi Peradilan Agama merupakan rangkaina pencapaian sebuah cita-cita 
bangsa indonesia yang menyatu dalam sejarah pertumbuhan Peradilan 
Agama itu sendiri. Bahkan sejak adanya Peradilan Agama di Indonesia, 
keperluan akan adanya Kompilasi Hukum Islam sudah dirasakan. 
Keperluan ini tidak pernah hilang, bahkan berkembang terus sejalan 
dengan perkembangan bagan peradilannya sendiri. Dengan 
diundangkannya Undang-undang No 7 Tahun 1989 maka keperluan akan 
adanya Kompilasi Hukum Islam dipenuhi dengan dikeluarkannya 
Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, yang kemudian ditindak lanjuti 
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dengan keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tentang 
pelaksanaan Inpers No. 1 Tahun 1991 mengenai penyebarluasan 
Kompilasi Hukum Islam. berdasarkan pernyataan tersebut, maka sejarah 
penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai usaha 
tercapainya kesatuan hukum dalam bentuk tertulis, dapat ditelusuri 
periodisasi sebagai berikut: 
a. Periode awal sampai tahun 1945 
b. Periode tahun 1946 sampai 1985 
c. Periode 1985 sampai sekarang. 
        Pada periode awal sampai tahun 1945, hukum Islam mengalami 
pergeseran dalam kedudukannya dalam sistem hukum yang berlaku. 
Dalam periode 1945-1985 pergeseran bentuk ke hukum tertulis melalui 
alami secara nyata, sedangkan pada periode 1985 menuju periode taqnin, 
yaitu Kompilasi Hukum Islam sebagai ombrionya. Didalam kerangka ini 
Kompilasi Hukum Islam sebagai yang termuat dalam Inpers No. 1 Tahun 
1991 adalah satu bentuk terakhir dalam rekaman sejarah yang belum 
berakhir. 
1) Periode awal sampai tahun 1945 
        Di Indonesia berlaku tiga sistem hukum, yaitu hukum adat, 
hukum Islam dan hukum barat. Kedudukannya disebutkan dalam 
peraturan perundang-undangan dikembangakan oleh ilmu 
pengetahuan dan praktek peradilan. 
 
 
        Hukum Islam termasuk di Indonesia bersamaan dengan 
masuknya Islam disini. Kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian 
berdiri, melaksakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya 
masing-masing. Kerajaan-kerajaan itu antara lain samudera pasai di 
Aceh Utara pada akhir abad 13 yng merupakan kerajaan Islam 




        Di zaman V.O.C kedudukan hukum Islam, dalam bidang 
kekeluargaan, diakui bahkan dikumpulkan dalam sebuah peraturan 
yang dikenal dengan compendium freijer. Selain itu telah pula 
dibuat kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk 
daerah Cirebon, Semarang dan Makasar. 
        Pada zaman penjajahan belanda mula-mula hukum islam 
dengan bertumpu pada pikiran sholten van haarlem, diakui oleh 
pemerintahan hindia belanda secara tertulis dengan istilah 
“godsdienstige wetten”, sebagaimana terlihat pada pasal 75 (lama) 
regeeing reglamen 1855 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi 
perkara perdata antara sesama orang bumiputra, atau dengan 
mereka yang disamakan dengan mereka, maka mereka itu tunduk 
pada putusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka yang 
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        Peradilan yang diperuntukan bagi mereka yang telah 
ditentukan yaitu priesteraad (Peradilan Agama, stbl. 1882 No. 152 
jo 1937 No. 116 dan 610 untuk Jawa Madura) dan kerapatan qadli 
(stbl. 1937 No. 638 dan 639 untuk Kalimantan Selatan dan 
Kalimantan Timur) serta kemudian setelah merdeka Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syar‟iyah (PP No. 45/1957 untuk daerah luar 
Jawa/Madura dan Kalimantan Selatan/Kalimantan Timur). 
Meskipun pemerintah Hindia Belanda pada Tahun 1937 
mengeluarkan didang kewarisan dari kewenangan Peradilan Agama 
di luar Jawa dan Madura dengan dikeluarkan stbl. 1937 No. 116 
namun defacto hukum Islam masih tetap menjadi pilihan umat 
Islam di Jawa Madura untuk menyelesaikan masalah kewarisan 
diantara mereka melalui Paradilan Agama. 
        Namun demikian terjaminnya kedudukan hukum islam dalam 
Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan 
Pancasila dan UU 1945 tidaklah otomatis memberikan bentuk 
kepada hukum Islam sebagaimana hukum tertulis.
48
 
2) Periode tahun 1945 sampai tahun 1985 
        Setelah proklamsi kemerdekaan republik Indonesia, 
pemerintah republik Indonesia menghadapi kenyataan bahwa 
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hukum Islam yang berlaku dikalangan bangsa Indonesia itu tidak 
tertulis dan terserak-serak dalam berbagai kitab yang sering 
berbeda tentang hal yang satu  antara satu kitab dengan kitab yang 
lain. 
        Ditetapkan undang-undang No. 22 Tahun 1946 dan undang-
undang No. 32 Tahun 1954 dimaksudkan untuk memenuhi 
kebutuhan mendesak akan adanya kesatuan dan kepastian hukum 
dalam pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi umat Islam yang 
masih diatur oleh beberapa peraturan yang bersifat lokal yang tidak 
sesuai lagi dalam sistem hukum negara republik Indonesia sebagai 
negara kesatuan. Peraturan-peraturan tersebut ialah 
huwellijksordonnantie S. 1929 No. 348 jo S. 1933 No. 98 dan 
huwellijksordonnantie buitengewesten S. 1932 No. 482. 
        Dengan ditetapkannya undang-undang No. 22 tahun 1946 
tersebut, terjadilah perkembangan baru, yaitu adanya beberapa 
hukum Islam yang telah menjadi hukum tertulis dan termuat dalam 
beberapa bagian penjelasan undang-undang No.22 Tahun 1946. 
Dijelaskan pula pada saat itu hukum perkawinan, talak dan rujuk 
sedang dikerjakan oleh penyidik hukum perkawinan, talak dan 
rujuk yang dipimpin oleh Mr. Teuku Muhammad Hasan. 
        Disamping itu, badan Peradilan Agama juga mengalami 
perkembangan setelah kemerdekaan Negara Republik Indonesia. 
Ditahun 1957 diundangkan peraturan pemerintah No. 45 Tahun 
 
 
1957 tentang pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syar‟iyah 
diluar Jawa, Madura dan Kalimantan bagian Selatan dan Timur. 
Untuk menuju terwujudnya kesatuan hukum dalam memeriksa dan 
memutus perkara, Biro Peradilan Agama Departemen Agama 
mengeluarkan edaran No. B.I/735 Tanggal 18 februari 19578 
sebagai pelaksana PP. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan 
Peradilan Agama/Mahkamah Syar‟iyah di luar Jawa dan Madura. 
        Untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan 
memutuskan perkara maka para hakim Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syar‟iyah dianjurkan agar menggunakan 
sebagai pedoman kitab-kitab tersebut dibawah ini: 
a. Al-bajuri (Ibrahīm Al-Bajury) 
b. Fathul Mu‟in  (Syaikh Zainudin Ahmad Al-Malibary) 
c. Syarqowi „Ala Tahrir (Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim Al-
Khalwati Al-Azhari Asy Syarqawi) 
d. Qolyubi/Mahalli (Aḥmad Salamah al-Qulyūby dan Aḥmad al-
Birlisy „Umairah) 
e. Fathul Wahab (Zakariya Bin Muhammad Bin Ahmad Bin 
Zakariya Al-Anshary) 
f. Tuhfah Thullab (Abu Zakariyya Al-Anshari) 
g. Targhibul Musytaq (Abdul Mu‟thi As Samlawi) 
h. Qowanin Sayar‟iyah (Sayyid bin Yahya) 
i. Qowanin Sayar‟iyah (Sayyid Sadaqah Dachlan) 
 
 
j. Syamsyuri Fil Fara‟idl (Imam Syamsyuri) 
k. Bughyatul Musytarsyidin (Abdurrahman bin Muahammad bin 
Ḥusain bin „Umar) 
l. Alfiqhu „Ala Madzahibil Arba‟ah (Abdurraḥman bin 
Muḥammad Al-Zaziry.) 
m. Mugnil Muhtaj (Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-
Khatib Asy Syarbini) 
 
        Dengan merujuk 13 kitab ini yang dianjurkan maka langkah 
ke arah kepastian hukum semakin nyata.
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        Dalam rangka mencapai keseragaman tindak Mahkamah 
Agung dan Departemen Agama dalam pembinaan badan peradilan 
agama sebagai salah satu langkah menuju terlaksananya undang-
undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok 
kekuasaan kehakiman serta untuk menghindari perbedaan 
penafsiran dalam pelaksanaan undang-undang perkawinan No. 1 
Tahun 1974 tentang surat keputusan ketua Mahkamah Agung No. 
04/KMA/1976 pada Tanggal 16 September 1976 yang disebut 




        Setelah adanya kerjasama dengan Mahkamah Agung, maka 
kegiatan Departemen Agama dalam mewujudkan kesatuan hukum 
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dan bentuk hukum tertulis bagi hukum Islam yang sudah berlaku 
dalam masyarakat yang sebagian masih sebagai hukum tidak 
tertulis, menampilkan diri dalam rangkaian seminar, simposius dan 
lokakarya serta penyusunan Kompilasi Hukum Islam bidang 
hukum tertentu, antara lain: 
a) Penyusunan buku himpunan dan putusan peradilan agama 
(1976) 
b) Lokakarya tentang pengacara pada pengadilan agama (1977) 
c) Seminar tentang hukum waris Islam (1978) 
d) Seminar tentang pelaksanaan UU perkawinan (1979) 
e) Simposius beberapa bidang hukum Islam (1982) 
f) Simposius sejarah peradilan agama (1982) 
g) Penyusunan himpunan nash dan hujjah syar‟iyah (1983) 
h) Penyusunan kompilasi peraturan perundang-undangan 
peradilan agama (1981) 
i) Penyusunan kompilasi hukum acara peradilan agama I (1984) 
j) Penyusunan kompilasi hukum acara peradilan agama II (1985) 
k) Penyusunan kompilasi hukum acara peradilan agama III 
(1986) 
l) Penyusunan kompilasi hukum NTCR I dan II (1985) 
        Dalam kegiatan-kegiatan tersebut telah diikut sertakan ahli 
hukum dari beberapa kalangan terkait seperti hakim, pengacara, 
notaris, kalangan perguruan tinggi, departemen kehakiman, IAIN 
 
 
dan juga tokoh-tokoh masyarakat, ulama dan cendekiawan muslim 
serta perorangan lainnya. 
        Sementara itu pertemuan antara ketua Mahkamah Agung RI 
dengan Menteri Agama RI Tanggal 15 Mei 1979 menghasilkan 
disepakatinya penunjukn enam orang hakim agung dari hakim 
agung yang ada untuk bertugas menyidangkan dan menyelesaikan 
permohonan kasasi yang berasal dari peradilan agama.
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        Berdasarkan fakta tersebut diatas dapat diketahui bahwa 
penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dilakukan 
dengan sungguh-sungguh dan bertanggungjawab. Hal ini terbukti 
banyaknya kitab-kitab fiqh yang dijadikan rujukan dalam 
pembahasan dan dan penyusunan Kompilasi Hukum Islam. hal ini 
dimaksudkan agar tercipta kesatuan hukum, sehingga bisa 
dijadikan pijakan bagi para hakim pengadilan agama dalam 
memutuskan perkara yang lebih penting adalah dilakukannya 
kegiatan-kegiatan ilmiah, seperti simposius, lokakarya, dan 
kegiatan sejenisnya serta hadirnya beberapa pakar ahli hukum, 
ulama, dan cendekiawan muslim dari berbagai wilayah negara 
Indonesia. 
3) Periode tahun 1985 sampai sekarang 
        Periode ini dimulai sejak ditandatanginya surat keputusan 
bersama ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI tentang 
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penunjukan pelaksana proyek pembangunan hukum Islam melalui 
yurisprudensi No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 Tanggal 
25 Mei 1985 di Yogyakarta.
52
 
a) Latar Belakang Gagasan Kompilasi Hukum Islam 
        Ide kompilasi hukum Islam timbul setelah beberapa tahun 
mahkamah agung membina bidang teknis yustisial peradilan 
agama. Tugas pembinaan ini didasarkan pada undang-undang 
No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok 
kekuasaan kehakiman pasal 11 ayat (1) yang menyatakan 
bahwa organisasi, administrasi dan keungan pengadilan 
dilakukan oleh departemen masing-masing, sedangkan 
pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh mahkamah agung. 
Meskipun undang-undang tersebut ditetapkan Tahun 1970, 
namun pelaksanaannya dilingkungan peradilan agaa baru tahun 
1983 setelah penandatanganan SKB ketua mahkamah agung 
dan menteri agama RI No. 01, 02, 03 dan 04/SK/I-1983 dan 
No. 1, 2, 3 dan 4 tahun 1983. Keempat SKB ini merupakan 
jalan pintas sambil menunggu kelurnya undang-undang tentang 
susunan, kekuasaan dan acara pada peradilan agama yang 
merupakan peraturan pelaksana undang-undang No 14 tahun 
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1970 bagi lingkungan peradilan agama yang pada saat itu 
masih sedang dalam proses penyusunan yang intensif.
53
 
         Selama pembinaan teknis yustisial peradilan agama oleh 
mahkamah agung, terasa danya beberap kelemahan, antara lain 
soal hukum islam yang diterapkan di lingkungan peradilan 
agama, yang cenderung simpang siur disebabkan oleh 
perbedaan pendapat ulama dalam hampir setiap persoalan. 
Untuk mengatasi hal ini diperlukan adanya satu buku hukum 
yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi 
lingkungan peradilan agama yang dapat dijadikan pedoman 
oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga 
terjamin adanya kesatuan hukum dan kepastian hukum. 
Keperluan akan terwujudnya satu buku hukum seperti itu yang 
berisi hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan. Baik oleh 
aparat penegk hukum maupun oleh masyarakat merupakan 
salah satu gagasan dasar bagi perlunya disusun Kompilasi 
Hukum Islam. 
b) Gagasan Dasar Kompilasi Hukum Islam 
        Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. H. Bustanul Arifin, 
SH., selaku pencetus gagasan ini bahwa: 
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1. Untuk dapat berlakunya hukum (Islam) di Indonesia, harus 
ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan 
baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat. 
2. Persepsi yang tidak seragam tentang syari‟ah akan 
menyebabkan hal-hal: 
a. Ketidak seragaman dalam menentukan apa-apa yang 
disebut hukum islam itu 
b. Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan 
syari‟at itu. 
c. Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu 
menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang telah 




3. Didalam sejarah Islam pernah dua kali di tiga negara, 
hukum Islam diberlakukan sebagai perundang-undangan 
negara yaitu: 
a. Di India masa Raja Ar Rajieb yang membuat dan 
memberlakukan perundang-undangan islam yang 
terkenal dengan fatwa alamfiri 
b. Di kerajaan Turki Usmani yang terkenal dengan nama 
majalah al-ahkam al-adliyah. 
                                                          
        
54
 Ibid., hal. 133. 
 
 
c. Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di 
Sudan. Apa yang telah dilakukan oleh departemen 
agama pada tahun 1985 dengan membatasi hanya 13 
buah kitab kuning dari kitab kuning yang selama in 
dipergunakan di peradilan agama, adalah merupakan 
upaya ke arah kesatuan dan kepastian hukum yang 
sejalan dengan apa yang dilakukan di negara-negara 
tersebut. Dan dari itulah timbul gagasan untuk 
membuat Kompilasi Hukum Islam sebagai buku hukum 
bagi pengadilan agama. 
4. Landasan Yuridis 
        Landasan yuridis tentang perlunya hakim 
memperhatikan kesadaran hukum masyarakat ialah UU 
No. 14/1970 pasal 20 ayat (1) yang berbunyi: “Hakim 
sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, 
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup 
dalam masyarakat ” dan didalam fiqh ada kaidah yang 
mengatakan bahwa: “keadaan masyarakat itu selalu 
berubah karena perubahan waktu, tempat dan keadaan.” 
Keadaan masyarakat itu selalu berubah, dan fiqh itu sendiri 
selalu berkembang karena menggunakan metode-metode 
yang sangat memperhatikan rasa keadilan masyarakat. 
 
 
Diantara metod-metode itu adalah maslahah mursalah, 
istihasan dan „urf. 
5. Landasan Fungsional 
        Kompilasi Hukum Islam dalam fiqh Indonesia karena 
ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan 
hukum umat islam indnesia. Fiqh Indonesia sebagaimana 
telah pernah dicetuskan oleh Prof. Hazairin, SH., dan Prof. 
T.M Hasby As Shiddiqy sebelumnya mempunyai tipe fiqh 
lokal semacam Fiqh Hijazy, Fiqh Mishry, Fiqh Hindy, Fiqh 
lain-lain yang sangat memperhatikan kebutuhan 
masyarakat setempat, yang hukan merupakan mazhab baru 
tapi ia mempersatukan berbagai fiqh dalam menjawab satu 
persoalan fiqh. Ia mengarah pada unifikasi mazhab dalam 
hukum Islam. didalam sistem hukum Indonesia ini 
merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang 
menjadi arah pembangunan hukum nasioanal Indonesia.
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c) Realisasi Kompilasi Hukum Islam 
        Setelah diundangkannya undang-undang No. 7 Tahun 
1989 tentang peradilan agama pada Tanggal 19 Desember 
1989, maka mempersiapkanlah bentuk hukum yang tepat untuk 
membantu para hakim perdilan agama dan masyarakat dengan 
kompilasi hukum islam yang naskahnya telah disiapakan dan 
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diserahkan kepada presiden RI. Maka tanggal 10 Juni 1991 
keluarlah intruksi presiden No. 1 Tahun 1991 yang ditujukan 
kepada menteri agama untuk menyebarluaskan Kompilasi 
Hukum Islam yang terdiri dari: 
a. Buku I tentang Hukum Perkawinan 
b. Buku II tentang Kewarisan 
c. Buku III tentang Perwakafan. 
        Sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama 
Indonesia dalam lokakrya di Jakarta pada Tanggal 2 sampai 5 
Februari 1988, untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan 
oleh masyarakat yang memerlukannya. Bersadarkan intruksi 
presiden No. 1 Tahun 1991 ini menteri agama pada Tanggal 22 
Juli 1991 telah mendapatkan keputusan menteri agama No. 
154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan intruksi presiden No. 1 
Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991. 
2. Isi Kompilasi Hukum Islam 
        Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku, Buku I tentang 
Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan dan buku III tentang 
Perwakafan. Pembagian dalam tiga buku ini hanya sekedar 
mengelompokkan bidang huku yang dibahas. Dalam kerangka 
sistematik masing-masing buku terbagi dalam beberapa bab dan 
kemudian untuk bab-bab tertentu terbagi atas beberapa bagian yang 
selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal. Secara keseluruhan kompilasi 
 
 
hukum islam terdiri atas 229 pasal dengan distribusi yang berbeda-
beda untuk masing-masing buku. Porsi terbesar adalah pada hukum-
hukum perkawinan, kemudian hukum kewarisan dan yang paling 
sedikit adalah bidang perwakafan. 
        Perbedaan ini timbul bukan karena ruang lingkup materi yang 
berbeda-beda, akan tetapi karena intensif terurai atau tidaknya, 
pengaturannya masing-masing tergantung pada tingkat 
penggarapannya. Hukum perkawinan kita sudah menggarapnya sampai 
hal-hal yang detail dan hal yang sedemikian dapat dilakukan. 
Mencontoh pengaturan yang ada dalam perundang-undangan tentang 
perkawinan. Secara umum ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 
kompilasi hukum islam dalam bidang perkawinan, pada pokoknya 
merupakan gagasan ulang tentang hal-hal yang telah diatur dalam 
undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 taun 1975. 
        Sebaliknya karena hukum kewarisan tidak pernah digarap 
sedemikian, maka ia muncul secara garis bersarnya saja dan jumlah 
yang cukup terbatas, ditinjau dari sitematika sebuah peraturan 
perundang-undangan. Sistematika yang baik misalnya tidak 
mencampurkan ketentuan umum yang berlaku untuk semua bidang 
hkum yang diatur. Adapun mengenai isi dari kompilasi hukum islam 
adalah sebagai berikut: 
 
I. Hukum perkawinan 
 
 
Hukum perkawinan ini terdiri dari 19 bab yang dirinci dalam 170 
pasal. Materi hukum perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam 
secara garis besarnya adalah sebagai berikut: 
BAB I   tentang ketentuan umum (pasal 1) 
BAB II  tentang dasar-dasar perkawinan (pasal 2-10) 
BAB III tentang Peminangan (pasal 11-13) 
BAB IV tentang rukun dan syarat perkawinan (pasal 14-29) 
BAB V  tentang mahar (pasal 30-38) 
BAB VI  tentang larangan perkawinan (pasal 39-44) 
BAB VII tentang perjanjian perkawinan (pasal 45-52) 
BAB VIII tentang kawin hamil (pasal 53-54) 
BAB IX tentang beristri lebih dari satu orang (pasal 55-59) 
BAB X tentang pencegahan perkawinan (pasal 60-69) 
BAB XI tentang batalnya perkawinan (pasal 70-76) 
BAB XII tentang hak kewajiban suami istri (pasal 77-84) 
BAB XIII tentang harta kekayaan dalam perkawinan (85-79) 
BAB XIV tentang pemeliharaan anak (pasal 98-106) 
BAB XV tentang perwalian (pasal 107-112) 
BAB XVI tentang putusnya perkawinan (pasal 113-148) 
BAB XVII tentang akibat putusnya perkawinan (pasal 149-162) 
BAB XVIII tentang rujuk (pasal 163-169) 




II. Hukum Kewarisan 
        Terdiri dari 6 bab yang dirinci dalam 44 pasal. Materi hukum 
kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam secara garis besarnya 
adalah sebagai berikut: 
BAB I  tentang ketentuan umum (pasal 171) 
BAB II  tentang ahli waris (pasal 172 -175 ) 
BAB III tentang besarnya bagian (pasal 176-191) 
BAB IV tentang aul dan radd (pasal 192-193) 
BAB V tentang wasiat (pasal 194-209) 
BAB VI tentang hibah (pasal 210-214) 
III. Hukum perwakafan 
        Terdiri dari 5 bab yang dirinci dalam 15 pasal. Materi hukum 
perwakafan dalam Kompilasi Hukum Islam secara garis besar 
adalah sebagai berikut: 
BAB I  tentang ketentuan umum (pasal 215) 
BAB II  tentang fungsi, unsur dan syarat wakaf (216-222) 
BAB III tentang tata cara perwakafan dan pendaftaran benda 
wakaf (pasal 223-224) 
BAB IV tentang perubahan, penyelesaian dan pengawasan 
benda wakaf (pasal 225-227) 





3. Perwakafan Menurut Kompilasi Hukum Islam 
        Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam kompilasi 
Hukum Islam terdiri dari tiga buku yakni berisi tentang Hukum 
Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan. Pada kesempatan kali ini 
akan dibahas  tentang hukum perwakafan yang terdapat dalam 
Kompilasi Hukum Islam. 
        Dalam hukum perwakafan diatur dalam ketentuan umum adalah 
perbuatan hukum seseorang tau kelompok orang atau badan hukum 
yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan 
melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah 





Pasal 215  
Yang dimaksud dengan:  
(1)  Wakaf  adalah  perbuatan  hukum  seseorang  atau  kelompok  
orang  atau  badan  hukum  yang memisahkan  sebagian  dari  benda  
miliknya  dan  melembagakannya  untuk  selama-lamanya  guna 




(2)  Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang 
mewakfkan benda miliknya.  
(3)  Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan 
benda miliknya.  
(4)  Benda  wakaf  adalah  segala  benda  baik  benda  bergerak  atau  
tidak  bergerak  uang  memiliki  daya tahan yang tidak hanya sekali 
pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.  
(5)  Nadzir  adalah  kelompok  orang  atau  badan  hukum  yang  
diserahi  tugas  pemeliharaan  dan pengurusan benda wakaf.  
(6)  Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat 
PPAIW adalah petuga spemerintah yang  diangkat  berdasarkan  
peraturan  peraturan  yang berlaku,  berkwajiban  menerima  ikrar  dan 
wakif  dan  menyerahkannya  kepada  Nadzir  serta  melakukan  
pengawasan  untuk  kelestarian perwakafan.  
(7)  Pejabat  Pembuat  Ikrar  Wakaf  seperti  dimaksud  dalam  ayat  
(6),  diangkat  dan  diberhentikan  oleh Menteri Agama. 
BAB II 
FUNGSI, UNSUR-UNSUR DAN SYARAT-SYARAT WAKAF 
Bagian Kesatu 
Fungsi Wakaf 
Pasal 216  
Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan 




Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf 
Pasal 217  
(1)  Badan-badan  Hukum  Indonesia  dan  orang  atau  orang-orang  
yang  telah  dewasa  dan  sehat akalnya  serta  yang  oleh  hukum  tidak  
terhalang  untuk  melakukan  perbuatan  hukum,  atas kehendak  
sendiri  dapat  mewakafkan  benda  miliknya  dengan  memperhatikan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
(2)  Dalam  hal  badan-badan  hukum,  maka  yang  bertindak  untuk  
dan  atas  namanya  adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.  
(3)  Benda  wakaf  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  215  ayat  
(4)  harus  merupakan  benda  milik yang bebas dari segala 
pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.  
Pasal 218  
(1)  Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara 
jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar 
Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang  
kemudian  menuangkannya  dalam  bentuk  ikrar  Wakaf,  dengan  
didaksikan  oleh  sekurang-kurangnya 2 orang saksi.  
(2)  Dalam  keadaan  tertentu,  penyimpangan  dan  ketentuan  
dimaksud  dalam  ayat  (1)  dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu 
mendapat persetujuan Menteri Agama.  
Pasal 219  
 
 
(1)  Nadzir  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  215  ayat  (4)  
terdiri  dari  perorangan  yang  harus memenuhi syarat-syarat sebagai 
berikut:  
a.  warga negara Indonesia;  
b.  beragama Islam;  
c.  sudah dewasa;  
d.  sehat jasmani dan rohani;  
e.  tidak berada di bawah pengampuan;  
f.  bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang 
diwakafkannya.  
(2)  Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut:  
a.  badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;  
b.  mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang 
diwakafkannya.  
(3)  Nadzir  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dan  (2)  harus  didaftar  pada  
Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan setempat  setelah  mendengar  
saran  dari  Camat  Majelis  Ulama  Kecamatan  untuk  mendapatkan 
pengesahan.  
(4)  Nadzir  sebelum  melaksanakan  tugas,  harus  mengucapkan  
sumpah  di  hadapan  Kepala  Kantor Urusan Agama Kecamatan 
disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah  
sebagai berikut:  
 
 
”Demi  Allah,  saya  bersumpah,  bahwa  saya  untuk  diangkat  
menjadi  Nadzir  langsung  atau  tidak langsung  dengan  nama  atau  
dalih  apapun  tidak  memberikan  atau  menjanjikan  ataupun 
memberikan sesuatu kepada siapapun juga” ”Saya bersumpah, bahwa 
saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini 
tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari 
siapapun juga suatu janji atau pemberian”. ”Saya  bersumpah,  bahwa  
saya  senantiasa  akan  menjunjung  tinggi  tugas  dan  tanggung  jawab 
yang  dibebankan  kepada  saya  selaku  Nadzir  dalam  pengurusan  
harta  wakaf  sesuai  dengan maksud dan tujuannya”.  
(5)  Jumlah  Nadzir  yang  diperbolehkan untuk satu  unit perwakafan, 
seperti dimaksud Pasal 215 ayat  
(5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 
10 orang yang diangkat oleh Kepala  Kantor  Urusan  Agama  
Kecamatan  atas  saran  Majelis  Ulama  Kecamatan  dan  Camat 
setempat.  
Bagian Ketiga 
Kewajiban dan Hak-hak Nadzir 
Pasal 220  
(1)  Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas 
kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai 




(2)  Nadzir  diwajibkan  membuat  laporan  secara  berkala  atas  
semua  hal  yang  menjadi  tanggung jawabnya  sebagaimana  
dimaksud  dalam  ayat  (1)  kepada  Kepala  Kantor  Urusan  Agama 
Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama 
Kecamatan dan Camat setempat.  
(3)  Tata  cara  pembuatan  laporan  seperti  dimaksud  dalam  ayat  (2)  
dilaksanakan  sesuai  dengan peraturan Menteri Agama.  
Pasal 221  
(1)  Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama 
Kecamatan karena:  
a.  meninggal dunia;  
b.  atas permohonan sendiri;  
c.  tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir;  
d.  melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.  
(2)  Bilama terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan  
sebagaimana tersebut dalam ayat  (1),  maka  penggantinya  diangkat  
oleh  Kepala  Kantor  Urutan  Agama  Kecamatan  atas  saran Majelis 
Ulama Kecamatan dan Camat setempat.  
(3)  Seorang  Nadzir  yang telah berhenti, sebagaimana  dimaksud 
dalam  ayat (1)  sub a,  tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah 
seorang ahli warisnya.  
Pasal 222  
 
 
Nadzir  berhak  mendapatkan  penghasilan  dan  fasilitas  yang  jenis  
dan  jumlahnya  ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis 
Ulama Kecamatan  dan  Kantor Urusan Agama  Kecamatan setempat.  
BAB III 
TATA CARA PERWAKAFAN 
DAN PENDAFTARAN BENDA WAKAF 
Bagian Kesatu 
Tata Cara Perwakafan 
Pasal 223  
(1)  Pihak  yang  hendak  mewakafkah  dapat  menyatakan  ikrar  
wakaf  di  hadapan  Pejabat  Pembuatnya Akta Ikrar Wakaf untuk 
melaksanakan ikrar wakaf.  
(2)  Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.  
(3)  Pelaksanaan  Ikrar,  demikian  pula  pembuatan  Akta  Ikrar  
Wakaf,  dianggap  sah  jika  dihadiri  dan disaksikan oleh sekurang-
kurangnya 2 (dua) orang saksi.  
(4)  Dalam  melaksanakan  Ikrar  seperti  dimaksud  ayat  (1)  pihak  
yang  mewakafkan  diharuskan menyerahkan  kepada  Pejabat  yang  
tersebut  dalam  Pasal  215  ayat  (6),  surat-surat  sebagai berikut:  
a.  tanda bukti pemilikan harta benda;  
b.  jika  benda  yang  diwakafkan  berupa  benda  tidak  bergerak,  
maka  harus  disertai  surat keterangan  dari  Kepala  Desa,  yang  
 
 
diperkuat  oleh  Camat  setempat  yang  menerangkan pemilikan benda 
tidak bergerak dimaksud;  
c.  surat  atau  dokumen  tertulis  yang  merupakan  kelengkapan  dari  
benda  tidak  bergerak  yang bersangkutan.  
Bagian Kedua 
Pendaftaran Benda Wakaf 
Pasal 224  
Setelah  Akta  Ikrar  Wakaf  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  
dalam  Pasal  223  ayat  (3)  dan (4), maka Kepala Kantor Urusan 
Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan 
mengajukan  permohonan  kepada  Camat  untuk  mendaftarkan  
perwakafan  benda  yang  bersangkutan guna menjaga keutuhan dan 
kelestarian.  
BAB IV 
PERUBAHAN, PENYELESAIAN DAN 
PENGAWASAN BENDA WAKAF 
Bagian Kesatu 
Perubahan Benda Wakaf 
Pasal 225  
(1)  Pada  dasarnya  terhadap  benda  yang  telah  diwakafkan  tidak  
dapat  dilakukan  perubahan  atau penggunaan lain dari pada yang 
dimaksud dalam ikrar wakaf.  
 
 
(2)  Penyimpangan  dari  ketentuantersebut  dalam  ayat (1)  hanya  
dapat  dilakukan  terhadap  hal-hal tertentu  setelah terlebih  dahulu 
mendapat persetujuan tertulis  dari Kepala  Kantur Urusan  Agama  
Kecamatan  berdasarkan  saran  dari  Majelis  Ulama  Kecamatan  dan  
Camat  setempat  dengan alasan:  
a.  karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh 
wakif;  
b.  karena kepentingan umum.  
Bagian Kedua 
Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf 
Pasal 226  
Penyelesaian  perselisihan  sepanjang  yang  menyangkut  persoalan  
benda  wakaf  dan  Nadzir diajukan  kepada  Pengadilan  Agama  
setempat  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan 
yang berlaku.  
Bagian Ketiga 
Pengawasan 
Pasal 227  
Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir 
dilakukan secara bersama-sama  oleh  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  







Pasal 228  
Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum 
dikeluarkannya ketentuan ini,  harus  dilaporkan  dan  didaftarkan  
kepada  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  setempat  untuk 






A. Ketentuan ikrar wakaf menurut mazhab maliki 
        Pada hakekatnya shighat wakaf merupakan suatu pernyataan atau bisa 
disebut dengan ikrar wakaf dari orang yang berwakaf bahwa ia telah 
mewakafkan hartanya kepada Allah SWT, sehingga tidak memerlukan qabul  
dari orang yang menerimanya. wakaf bisa terjadi sebagaimana dalam 
pembahasan rukun-rukun wakaf dengan pengucapkan saja (dari orang yang 
wakaf) meskipu untuk orang tertentu. 
        Dalam hal wakaf tanpa ikrar wakaf, Imam maliki berpendapat  yang 
Artinya “Sesungguhnya wakaf dapat terjadi dengan perbuatan yang disertai 
dengan tanda-tanda yang menunjukkan wakaf, misal sebuah rumah yang 
didirikan masjid dan mengijinkan orang lain untuk sholat didalamnya atau 
makam dan memberi ijin orang lain untuk menguburkan mayat didalamnya 
atau bejana dan memberi ijin orang lain untuk memanfaatkannya.”  
        Wakaf dapat menjadi sah dengan perbuatan yang menunjukkan atau 
memberi pengertian bahwa perbuatan itu dimaksudkan sebagai wakaf. 
Misalnya, seseorang menjadikan tanahnya sebagai kuburan dan ia 
mengijinkan orang umum dimakamkan ditempat itu, atau seseorang 
mendirikan bangunan untuk masjid dan ia menijinkan orang umum untuk 
shalat didalam masjid tersebut. Maka kuburan dan masjid tersebut sudah sah 
sebagai wakaf. Bahwa sahnya wakaf adalah pada saat si waqif mengijinkan 
seseorang sholat didalam bangunan masjid yang ia bangun. Karena, ulama 
 
 
telah bersepakat bahwa masjid adalah milik Allah, bukan milik perorangan. 
Karena itu, tak seorang pun dapat memiliki masjid.
56
 
        Mazhab maliki berpendapat bahwa wakaf terjadi adakalanya dengan 
lafazh yang jelas seperti, “aku wakafkan (waqaftu), aku tahan (habbastu), aku 
sedekahkan fi sabilillah (sabaltu) atau dengan sedekahkan,” jika berkaitan 
dengan suatu qayyid (syarat, batasan) atau untuk pihak yang tidak terputus 
atau untuk pihak yang tidak diketahui tapi terbatas. Contoh yang berkaitan 
dengan qayyid yang menunjukkan waktu dari wakaf adaah “aku sedekahkan 
dengan syarat tidak dijual, tidak pula dihibahkan” atau “aku sedekahkan 
dengan syarat untuk si fulan dari kelompok ini kemudian kelompok lain atau 
orang yang sesudah mereka atau keturunan mereka. Jika dia tidak mengaitkan 
dengan qayyid maka itu menjadi milik orang yang sedekah.”57 
        Pihak yang tidak terputus adakalanya tidak tertentu seperti aku 
sedekahkan atau aku wakafkan untuk orang-orang fakir atau kepada pihak 
(bukan perseorangan) seperti sedekah untuk masjid. Contoh orang yang tidak 
diketahui dan terbatas adalah sedekah untuk si fulan, orang sesudahnya dan 
keturunannya. Sebab, kata orang sesudahnya dan lafazh yang semakna 
menunjukkan keberlakuan selamanya. 
        Kadang-kadang perbuatan cukup untuk menjadikan wakaf, seperti 
pemberian izin kepada orang-orang agar shalat ditempat yang dibangun 
masjid. 
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        Shighat bisa diganti dengan membiarkan barang wakaf kepada pihak 
yang mendapatkan wakaf seperti orang menjadikan tanahnya masjid, 
madrasah, penampungan, sumur atau perpustakaan meskipun dia tidak 
melafazdkan kata wakaf. Pembiaran dianggap sebagai penerimaan dari 
hukum. 
Syarat-syarat shighat wakaf 
        Wakaf itu sendiri tau shighat wakaf menurut para fuqaha disyaratkan 
sebagai berikut: 
1. Keberlakuan untuk selamanya 
        Oleh karena itu wakaf tidak sah menurut mayoritas ulama selain 
imam maliki yang mana menunjukkan keberlakuan sementara, tempo 
tertentu. Sebab, wakaf adalah pengeluaran harta untuk tujuan ibadah. 
Oleh karena itu tidak boleh untuk waktu tertentu. Ia harus mengandung 
makna penggunaan selamanya.
58
 Wakaf tidak disyaratkan pengucapan 
lafazh secara eksplisit, wakaf kepada orang yang tidak akan punah 
sebelum hari kiamat, seperti orang-orang fakir atau orang yang akan 
punahkemudian orang yang tidak akan punahseperti zaid kemudian 
orang-orang fakir. 
        Adapun imam maliki tidak mensyaratkan keberlakuan selamanya 
dalam wakaf. Beliau membolehkan wakaf setahun atau lebih untuk 
waktu tertentu. Kemudian mencabut kepemilikan itu untuk dirinya 
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sendiri (orang yang wakaf) atau orang lain, demi memperluas amal 
kebaikan pada orang banyak. 
2. Langsung dilaksanakan 
        Artinya, wakaf itu dilaksanakan spontan tanpa dikaitkan dengan 
syarat dan tidak ditambahi dengan syarat pelaksanaannya diwaktu yang 
akan datang. Sebab wakaf adalah akad iltizam (komitmen) yang 
menghendaki perpindahan kepemilikan pada saat itu. Oleh karena itu, 
penggantungannya dengan syarat tidak sah seperti jual beli dan hibah 
menurut mayoritas ulama selain imam maliki. 
        Shighat yang bisa menjadikan wakaf berlangsung adalah yang 
menunjukkan terjadinya wakaf dan memberikan konsekuensi seketika. 
Artinya waktu kemunculan shighat tersebut.
59
 
        Shighat bergantung adalah shighat yang tidak menunjukkan 
terjadinya wakaf semenjak terjadinya shighat tersebut. Tapi, hal itu 
menunjukkan bergantungnya penerimaan wakaf dengan sesuatu yang 
terjadi pada masa yang akan datang, seperti jika zaid datang maka aku 
wakafkan. Atau jika dia datang besok, awal bulan, atau jika aku berbicara 
dengan si fulan maka tanahku menjadi sedekaf wakaf. Wakaf ini batal 
menurut mayoritas ulama selain imam maliki. 
        Mengenai syarat ini, imam maliki mengatakan bahwa wakaf tidak 
disyaratkan pelaksanaan secara langsung. Oleh karena itu, wakaf boleh 
dengan penggantungan. 
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3. Keharusan melaksanakan menurut mayoritas ulama selain imam maliki, 
penggantungan wakaf dengan syarat khiyar (memilih untuk membatalkan 
atau tidak) atau khiyar syarat (pelaksanaan wakaf dengan syarat) tidak 
sah, baik syarat itu diketahui atau tidak. Yaitu, dia mewakafkan sesuatu 
an mensyaratkan bahwa dirinya tau orang lain boleh mencabutnya kapan 
saja dia mau, dan wakaf menjadi batal sebagaimana hibah dan 
memerdekakan budak. 
4. Wakaf tidak boleh dikaitkan dengan syarat yang batal. 
        Menurut mazhab hanafi ada tiga yaitu sebagai beriku: 
a. Syarat yang batal. Syarat ini yang bertentangan dengan maksud 
wakaf, seperti seseorang mensyaratkan tetapnya barang yang 
diwakafkan sebagai miliknya.
60
 Hukumnya, wakaf menjadi batal 
karena bertentangan dengan hakikat wakaf. Demikian juga kalau dia 
mensyaratkan dirinya bisa mencabut wakaf kapan saja dia mau. 
Maka, wakaf menjadi batal karena bertentangan dengan hukum 
wakaf, yaitu keharusan pelaksanaan wakaf tersebut, kalau dia 
mensyaratkan menjula wakaf dan memberkan harta penjualan itu 
untuk kebutuhannya maka wakaf menjadi batal. 
b. Syarat fasiq (rusak) yaitu syarat yang merusak kemanfaatan barang 
yang diwakafkan , kemaslahatan pihak yang mendapatkan wakaf atu 
bertentangan dengan syara‟. Contoh, seseorang mensyaratkan 
pemberian hasil wakaf kepada orang-orang yang mendapatkan hak. 
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Kalau barang yang diwakafkan memerlukan pemugaran maka yarat 
itu rusak. Sebab merusak kemanfaatan barang wakaf. 
c. Syarat yang benar yaitu, setiap syarat yang tidak bertentangan 
dengan maksud wakaf dan tidak merusak manfaatnya, tidak 
bertentangan denangan syara‟, seperti mensyaratkan hasil pertama 
wakaf untuk membayar pajak-pajak yang menjadi kewajoban. Atau 
mulai memugar barang wakaf sebelum diberikan kepada orang-
orang yang berhak. Hukumnya harus diikuti dan dilaksanakan. 
Imam maliki mengatakan jika orang yang wakaf mensyaratkan pada 
orang yang berhak menerima wakaf agar memperbaiki atau 
membayar pajak yang tidak semestinya pada penguasa yang zalim, 
maka wakaf sah dan syarat diabaikan. Menurut pendapat yang paling 
shahih, perbkan dan pembayaran kerja pengelolaan barang wakaf 
hukumnya sah. Demikian juga jika dia mensyaratkan tidak mulai 
memperbaiki barang wakaf atau tidak mulai memberikan nafkah 
yang dibutuhkan seperti nafkah hewan, maka wakaf sah sedang 
syarat batal. Nafkah diberikan dari hasil wakaf. 
5. Penjelasan penerima wakaf 
        Kalau orang yang wakaf membatasi ucapannya, “aku wakafkan ini” 
dan dia tidak menyebutkan penerimanya  maka menurut pendapat yang 
paling benar adalah batal. Sebab tidak disebutkan penerimanya. Ini 
berbeda dengan wasiat. Wasiat sah dan bisa diberikan kepada orang-
orang miskin. Sebab, wasiat biasanya diberikan untuk orang-orang 
 
 
miskin. Oleh karena itu metutlakannya diberikan kepada makna itu. 
Berbeda denga wakaf. Pengarang al-muhadzdzab membenarkan pendapat 
kedua, yakni keabsahan wakaf  tanpa menyebutkan pihak penerima. 
Sebab, wakaf adalah penghilangan kepemilikan untuk tujuan ibadah. 
Oleh karena itu, wakaf sah secara mutlak.
61
 
        Imam maliki mengatakan dalam wakaf tidak disyaratkan penentuan 
yang mnerima dalam hal penerimaan wakaf. Oleh karena itu, orang yang 
wakaf boleh mengatakan “aku wakafkan barang itu karena allah, tanpa 
penentuan orang yang menerimanya.” Wakaf diberkan sesuai dengan 
yang paling biasa dilakukan. Kalau tidak maka diberikan kepada orang 
yang paling banyak dalam adat kebiasaan mereka. Oleh karena itu, 
orang-orang fakir diberikan. Ini jika barang yang diwakafkan tidak 
tertentu untuk sekelompok tertentu. Jika ditentukan maka wakaf 
diberikan kepada mereka. 
        Dari paparan diatas penulis menyimpulkan bahwa menurut imam 
maliki adalah harta yang telah diwakafkan tetap dipegang oleh pemberi 
wakif. Hal ini dapat dipahami dari pengertian wakaf yang dikemukakan 
Ahmad al Dardir dalam kitabnya Al-Syarh al-saghir. Bahwa wakaf itu 
adalah perbuatan si wakif menjadi manfaat hartanya untuk digunakan 
oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu 
berbentuk upah, atau menjadikan hasil untuk dapat digunakan seperti 
mewakafkan uang, dengan mengucapkan lafazh wakaf untuk masa 
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tertentu sesuai dengan keinginan pemilik.
62
 Kepemilikan harta menurut 
mazhab maliki masih berada ditangan pemberi. Karena mengandung 
maksud bahwa orang yang diberi wakaf ibarat seorang hamba yang 
melayani tuannyahingga meninggal. Artinya si penerima wakaf itu tidak 
punya hal milik atas benda (wakaf ) yang dijaganya itu.
63
 Menurut imam 
malik, wakaf itu mengikat dalam arti lazim, tidak mesti melembagakan 
secara abadi dalam arti muabbad dan boleh saja diwakafkan untuk 
tengganng waktu tertentu yang disebut mu‟aggad. Namun demikian, 
wakaf itu tidak boleh ditarik ditengah perjalanan. Dengan kata lain, si 
wakif tidak boleh menarik ikrar wakaf sebelum tenggang waktu yang 
telah diwakafkan. Kiranya disinilah letak adanya “kepastian hukum” 
(lazim) dalam perwakafan menurut imam malik. Harta yang diwakafkan 
adalah benda yang mempunyai ekonomis dan tahan lama. Harta itu 
berstatus milik wakif, akan tetapi, si wakif tidak mempunyai hak untuk 
menggunakan harta tersebut selama masih masa wakafnya belum habis. 
jika dalam ikarar wakaf itu si wakif tidak menyatakan dengan tegas 
tenggang waktu perwakafan yang ia kehendaki, maka dapat diartikan 
bahwa ia bermaksud mewakafkan hartanya itu untuk selamanya.
64
 
Landasan yang dijadikan rujukan imam malik dalam hal ini adalah hadits 
Ibn Umar sebagaimana sebagaimana telah dijelaskan tedahulu. 
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B. Ketentuan Ikrar Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam. 
        Dalam kompilasi hukum islam pasal 218 ayat (1 ) menyatakan bahwa 
“pihak yang mewakafkan harus mengikarkan kehendaknya secara jelas dan 
tegas kepada nadzir didepan pejabat pembuat akta ikrar wakaf  yang 
kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf  dengan disaksiakan 
oleh dua orang saksi.” Ayat (2) “ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta 
ikrar  wakaf oleh PPAIW.” Dari penjelasan tersebut penulis dapa mengambil 
kesimpulan bahwa orag yang mewakafkan harta benda miliknya harus 
mengikrarkan dengan shighat yang jelas sebagaimana  
C. Persamaan Dan Perbedaan Ikrar Wakaf Menurut Mazhab Maliki Dengan 
Kompilasi Hukum Islam 
        Dari uraian di atas dapat di ambil Persamaan ikrar wakaf antara mazhab 
maliki dan Kompilasi Hukum Islam. Pada prinsipnya ikrar wakaf dalam 
pengertian kedua hukum tersebut sama, yaitu menyerahkan sebagian harta 
benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu 








Perbedaan Ikrar Wakaf dalam Mazhab Maliki dengan Kompilasi Hukum 
Islam 
No Kompilasi Hukum Islam Mazhab Maliki 
01 Orang yang mewakafkan harta 
benda benda miliknya harus 
mengikrarkan kehedaknya secara 
jelas didedapan PPAIW 
wakaf dapat terjadi dengan perbuatan 
yang disertai dengan tanda-tanda 
yang menunjukkan wakaf tdak harus 
mengikrarkannya. 
02 wakaf itu dilaksanakan spontan 
tanpa dikaitkan dengan syarat dan 
tidak ditambahi dengan syarat 
pelaksanaannya diwaktu yang 
akan datang.  
wakaf tidak disyaratkan pelaksanaan 
secara langsung. Oleh karena itu, 
wakaf boleh dengan penggantungan. 
03 Penjelasan penerima wakaf wakaf tidak disyaratkan penentuan 









       Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya penulis dapat 
mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hukum perwakafan menurut imam maliki. Dalam sistem perwakafan 
terdapat unsur-unsur wakaf diantaranya dalah ikrar wakaf. Menurut 
imam maliki seseorang ketika mewakafkan harta benda miliknya tidak 
harus dengan ikrar wakaf karena Sesungguhnya wakaf dapat terjadi 
dengan perbuatan yang disertai dengan tanda-tanda yang menunjukkan 
wakaf, misal sebuah rumah yang didirikan masjid dan mengijinkan orang 
lain untuk sholat didalamnya atau makam dan memberi ijin orang lain 
untuk menguburkan mayat didalamnya atau bejana dan memberi ijin 
orang lain untuk memanfaatkannya. orang sholat didalam bangunan 
masjid yang ia bangun. Karena, ulama telah bersepakat bahwa masjid 
adalah milik Allah, bukan milik perorangan. Karena itu, tak seorang pun 
dapat memiliki masjid. 
2. Hukum perwakafan menurut kompilasi hukum Islam. menurut kompilasi 
hukum Islam seseorang yang mewakafkan harta benda miliknya harus 
mengikarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir didepan 
pejabat pembuat akta ikrar wakaf  yang kemudian menuangkannya dalam 
bentuk ikrar wakaf  dengan disaksikan oleh dua orang saksi.  
 
 
3. Pada dasarnya ketentuan ikrar wakaf menurut imam maliki dengan 
kompilasi hukum islam tidak jauh beda, hanya saja imam maliki tidak 
mengharuskan adanya ikrar wakaf sedangkan kompilasi hukum islam 
mengharuskan ikrar wakaf. Dalam unsur-unsur wakaf juga terdapat 
jangka waktu tertentu yang mana menurut imam syafi‟i tidak 
memperbolehkan adanya jangka waktu tertentu. Tapi, menurut kompilasi 
hukum islam dan imam maliki memperbolehkan hal itu. Kompilasi 
hukum islam yang dibuat dari beberapa pendapat imam mazhab dan dari 
beberapa kitab.  
B. SARAN 
       Rumusan ikrar wakaf dalam KHI masih berpotensi timbulnya berbagai 
penafsiran yang mengakibatkan terjadinya silang pendapat dikalangan 
akademisi maupun praktisi. Sumber permasalahn terletak pada sifat 
tentatifnya keharusan ikrar wakaf, Apabila KHI akan ditingkatkan menjadi 
Undang-Undang seyogyanya aturan mengenai ikrar wakaf ini lebih diperjelas 
dan diatur dalam beberapa pasal, sehingga ada rincian yang lebih jelas yang 
member batas sampai seberapa jauh keharusan ikrar wakaf itu bisa dilakukan. 
Dengan adanya rincian yang jelas, maka putusan yang diadakan oleh hakim 
pun akan seragam dan dapat memenuhi rasa keadilan. Dengan demikian, 
kepastian hukum yang menjadi ide dasar dan cita-cita dari pemrakarya 






       Dengan segala rasa syukur kepada Allah SWT  yang senantiasa 
memberikan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesiakan penulisan skripsi ini dengan baik tanpa adanya hambatan yang 
berarti. Ungakapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang 
telah membantu terselaikannya skripsi ini. 
       Tidak lupa penulis mohon maaf, apabila dalam penyusunan kalimat 
maupun bahasa yang mungkin masih dijumpai banyak kekeliruan, penulis 
sangat mengharapkan kritik dan saran yang baik guna perbaikan dimasa 
mendatang. 
       Mudah-mudahan atas selesainya penulisan skripsi  yang penulis buat ini  
kiranya Allah SWT memberikan ridla-Nya, semoga kita semua termasuk 
dalam golongan orang-orang yang beruntung di akhirat nanti dan semoga  
skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bermanfaat bagi penuntut 






Abid Abdullah Muhammad, Hukum Wakaf, Jakarta: IIMaN Press, 2004 
Al-Alabaj H. Adi Jani, Perwakafan Indonesia dalam Teori Praktek, Jakarta: CV. 
Rajawali, 1992 
Al- Dardir Ahmad, al-syarah al-shagir, Matba‟ah Muhammad Ali Sabih, 1985 
Al-Khatib Muhammad, Al-Iqna‟, Bairut: Darul Ma‟rifah, 2005 
Al-Munawar Said Agil Husin, Hukum Islam dan Pluraritas Sosial, 
Jakarta:Penamadani, 2004, 
Anggota IKAPI, Kompilasi Hukum Islam, Semarang: Fokus Media, 2012 
Anshori Abdul Ghofur, Hukum Dan Praktek Perwakafan di Indonesia, 
Jogyakarta: Pilar Media, 2005 
Az-Zuhaili Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jakarta: Darul Fikir, 2010 
Dahlan Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT ichtiar Baru Van 
Koeve, 1997, 
Daud Ali H. Muhammad, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 
Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999 
Depag RI, Al-Qur‟an dan Terjemah, Semarang: PT Karya Toha Putra. 1995 
Departemen Agama RI, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif 
Strategis  di Indonesia. Jakarta: Derektorat Pemberdayaan Masyarakat Islam 
dan Derektorat  Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007 
Depag, Fiqh Wakaf, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006 
Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Paradigma Baru wakaf di Indonesia. Jakarta: 
Derektorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007 




Hamami Takufiq, Perwakafan Tanah Dalam Sistem Hukum Agrariya Nasional, 
Bulletin Berkala 40 Hukum dan Peradilan, Depag, No 3 Tahun 1993/1994 
Harahap Sumuran, Makalah Sarasehan Nasional Wakaf  Tunai untuk 
Kesejahteraan Masyarakat, 20 September 2007, LPDU, Sultan Agung 
Imam Muslim, Shahih Muslim. Libanon: Darul Kutub Al-„lmiyah 
Khoiri Nur, Metode Penelitian Pendidikan, Jepara: INISNU, 2012 
Mughniyyah Muhammad Jawad, Fiqh Lima Mazhab, Jakatra: penerbit lentera, 
2011, Cet. 27 
Muhammad Syaikh al-allamah bin Abdurrahman ad-Damasyqi, Fiqih Empat 
Mazhab, bandung: hasyimi, 2012 
Rahman Abdur, Syari‟ah Kodifikasi Hukum Islam, Jakarta: PT Rineka Cipta, 
1993 
S Praja Juhaya, Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum dan 
Perkembangan, Bandung: Yayasan Piara, 1995 
Sabiq Sayyid, Fiqhu as Sunnah, juz 15, Lebanon: Dar al Arabi, 1971 
Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitiah Hukum, Jakarta:UI Press, 1982 
Suhendi H. Suhendi, Fiqh Muamalah , Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2008 
Syarifuddin Amir , dkk, Pengantar dalam Hukum Isalam antara Tradisionalis 
dan Modernis, Alih Bahasa Husain Muhammad, Jakarta: P3M, 1986 
Usman Suparman, Hukum perwakafan Hukum Islam di Indonesia, Menara: Darul 
ulum Press, 1997 
Wahid Marzuki, Rumadi, Fiqh Madzhab Negara, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 
2001, cet. 1 
 
 
 
 
